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ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Studi Kasus di Rumah Sakit Umum “Santa Maria” Pemalang

Ermelinda Munde
082114029
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran
dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai obat Rumah Sakit Umum “Santa Maria”
Pemalang bulan Januari-Desember 2011 sudah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan
wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah:
1) Membandingkan penghitungan PPN Terutang yang dilakukan oleh Rumah
Sakit Santa Maria dengan UU No.42 Tahun 2009. 2) Mengevaluasi penyetoran
PPN yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria berdasarkan UU No.42 Tahun
2009. 3) Mengevaluasi pelaporan PPN yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa
Maria berdasarkan UU No.42 Tahun 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penghitungan PPN Terutang
Rumah Sakit Santa Maria sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009. 2) Penyetoran Masa Pajak Januari 2011 Rumah Sakit terlambat menyetor
PPN terutang sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang dan dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2% per bulan yaitu sebesar Rp8.530., Masa Pajak
Februari sampai dengan Desember 2011 sudah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009. 3) Pelaporan PPN Terutang untuk Masa Pajak Januari
2011 Rumah Sakit terlambat menyampaikan SPT Masa PPN sehingga tidak
sesuai dengan Undang-Undang dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda
Rp500.000., Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2011 sudah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Keterlambatan dalam
pembayaran dan pelaporan PPN Terutang dikarenakan bagian Akuntansi Rumah
Sakit Santa Maria kurang memperhatikan batas waktu penyetoran dan pelaporan
PPN sehingga dikenakan sanksi administrasi pada Masa Pajak Januari 2011.

Xiv
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ABSTRACT

AN EVALUATION OF THE CALCULATION, PAYMENT AND
REPORTING OF VALUE ADDED TAX
A Case Study at Public Hospital of “Santa Maria” Pemalang

Ermelinda Munde
NIM : 082114029
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2012

This research aimed to know if the calculation, payment and reporting of
Value Added Tax at Public Hospital of “Santa Maria” Pemalang at January-
December 2011 was in line with the Law Number 42 2009 about Value Added
Tax and Luxuries Tax .

The type of this research was case study. The data were obtained by
interview and documentation. The data analysis was conducted by following
steps: 1) Comparing the calculation of Value Added Tax Payable conducted by
The Hospital of Santa Maria with the Law No. 42, 2009. 2) Evaluating the Value
Added Tax payment conducted by Hospital of Santa Maria based on Law No. 42,
2009. 3) Evaluating the Value Added Tax reporting conducted by Hospital of
Santa Maria based on Law No. 42 2009.

The results pointed that: 1) The calculation of Value Added Tax Payable of
Santa Maria Hospital was in line with the Law No. 42, 2009. 2) The Hospital was
late in paying the Value Added Tax Payable for Tax Period of January 2011 so
that it was not in line with the Law and should pay the administrative fine 2% of
monthly interest as much as Rp 8.530. For the Tax Period of February to
December 2011, it was in line with the Law No 42, 2009. 3) For Reporting of
Value Added Tax Payable for the Tax Period of January 2011, the hospital was
late to make the notice of Value Added Tax Period, so that it was not in line with
the Law and should pay administrative fine Rp 500.000., The Tax Period of
February to December 2011, the payment was accorded with the Law No 42,
2009. The lateness for paying and reporting of Value Added Tax Payable was
caused by the Accounting Department of St. Maria Hospital that did not pay
attention to the time limit of the payment and reporting, therefore, it should be
paid the administration fine on Tax Period of January 2011.

XV
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan Negara Indonesia, yang memegang peranan
penting karena pajak merupakan komponen terbesar dari sumber utama
penerimaan Negara. Pajak yang diperoleh adalah untuk membiayai pengeluaran—
pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa
publik. Beberapa jenis pajak yang dikelola oleh Pajak Pusat yaitu Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai. Dari berbagai
macam jenis pajak tersebut yang akan masuk dalam pembahasan adalah Pajak
Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan Negara.
PPN menduduki tempat yang sangat penting karena meliputi seluruh lapisan
masyarakat dan hasilnya mempunyai peranan yang besar dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan
pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena
Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai akan dibebankan kepada konsumen akhir. Setiap warga
masyarakat Indonesia terlibat di dalam PPN karena setiap warga masyarakat akan

membeli barang untuk kebutuhan hidupnya yang hampir seluruhnya merupakan
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produksi yang kena PPN. Jadi, jumlah orang yang membayar PPN jauh lebih

besar dari jumlah orang yang membayar Pajak Penghasilan (Kasdana:2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan
ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dijelaskan bahwa
ada barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan juga ada
Barang dan Jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam satu badan atau
kegiatan usaha. Barang dan Jasa yang dikenakan PPN tersebut harus disetorkan

kepada negara dan penghitungannya diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai merupakan With
Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak. Pajak Pertambahan Nilai dipungut oleh pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak
kecuali pengusaha kecil yang batasannya diatur oleh Menteri Keuangan, wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib
memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas

Penjualan Barang Mewah yang terutang kepada negara.

Pengusaha Kena Pajak harus melakukan penghitungan atas Pajak
Pertambahan Nilai yang dipungut atau disebut sebagai pajak keluaran dan juga

pajak masukan yang telah dibayarkan kepada pihak lain atas pemanfaatan Barang
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dan Jasa Kena Pajak yang dapat dikreditkan. Bagi pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan yang terutang pajak dan juga melakukan penyerahan yang
tidak terutang pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9
ayat (6) penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan, menggunakan
pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang Pajak dan
penyerahan yang tidak terutang Pajak. Penghitungan PPN terutang dengan
menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan Undang-Undang, kemudian
melakukan penyetoran kepada Kantor Pajak yang ditunjuk sesuai dengan

penghitungannya dan melaporkan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Pemerintah sangat menekankan ketepatan dalam penghitungan PPN,
ketertiban dalam menyetor dan melaporkan PPN yang terutang, sehingga apabila
Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam penghitungan akan dikoreksi oleh pihak
pajak. Keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan, akan dikenakan sanksi
sesuai Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti
tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap penghitungan, penyetoran dan

pelaporan PPN obat di instalasi farmasi Rumah Sakit.

B. Rumusan Masalah
Apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN obat yang dilakukan
oleh Rumah Sakit Santa Maria sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009?
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C. Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN
obat di Rumah Sakit Santa Maria berdasarkan SSP dan SPT Masa PPN tahun

pajak 2011.

D. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN
obat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009.

E. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
bermanfaat bagi :
1. Rumah Sakit
Memberi masukan bagi manajemen Rumah Sakit dalam menghitung,
menyetor dan melaporkan PPN.
2. Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan menambah koleksi, acuan dalam
pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai dan dapat menjadi referensi untuk berbagai penelitian lebih lanjut.
3. Penulis
Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang penghitungan,

penyetoran dan pelaporan PPN serta menerapkan dalam praktek.
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F.

Sistematika Penulisan

Bab |

Bab Il

Bab 111

Bab IV

Bab V

Bab VI

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan topik
penelitian dan sebagai dasar pembahasan.

Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, subyek dan obyek
penelitian, waktu dan tempat penelitian dan data yang
diperlukan dalam penelitian ini.

Gambaran Umum Rumah Sakit

Bab ini menguraikan secara singkat gambaran umum
Rumah Sakit tempat penelitian dilaksanakan.

Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi teknik analisis dan pembahasan untuk
mengetahui hasil dari rumusan masalah.

Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari analisis data

yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak
1. Pengertian
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Fungsi Pajak
Fungsi pajak yaitu :
a. Fungsi budgetair
Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (regulered)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
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3. Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat

dan lembaga pemungutannya.

a. Menurut golongannya, pajak dikeompokan menjadi dua, yaitu :

1.  Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri
olen Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan kepada orang lain.

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya

dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya
memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (WP).

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya
memperhatikan pada objeknya, baik berupa denda, keadaan,
perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan

pribadi Wajib Pajak (WP).

c. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi

dua, yaitu:
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1. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
2.  Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak (Mardiasmo,2009 : 7-8) antara lain:

a.  Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu :

1.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada fiskus.

2. Wajib Pajak bersifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

oleh fiskus.

b.  Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu :

1.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada Wajib Pajak sendiri.
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2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c.  With Holding System adalah suatu system pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan
Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang
menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga,

pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke
konsumen, dengan sistem pemungutannya adalah With Holding System
dimana pihak ketiga diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak
langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya

berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10

1. Dasar hukum

Dasar hukum pemungutan atas PPN ini adalah Undang — Undang Nomor

42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah.

2. Subjek Pajak

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM
Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha dikatakan sebagai pengusaha Kena
Pajak apabila melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena
Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto
melebihi Rpl. 800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta
Rupiah) dalam satu tahun buku.

b. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih
dari Rp 1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya
wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya PKP.

c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau yang
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memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, wajib
memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
3. Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1,

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha.

b. Impor Barang Kena Pajak.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha.

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean.

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena
Pajak.

h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1A ayat 2,

yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
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Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli
dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing).

Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau
melalui juru lelang.

Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena
Pajak.

Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada
saat pembubaran perusahaan.

Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya
dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam
rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip
syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena

Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

4. Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

a.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat 2,

jenis Barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil
langsung dari sumbernya.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat

banyak.
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3.

4.
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Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah
makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman
baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan
dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

Uang, emas batangan, dan surat berharga.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat 3,

jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1.

2.

38

10.

11.

12.

13.

Jasa pelayanan kesehatan medis.

Jasa pelayanan sosial.

Jasa pengiriman surat dengan perangko.

Jasa keuangan.

Jasa asuransi.

Jasa keagamaan.

Jasa pendidikan.

Jasa kesenian dan hiburan.

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
jasa angkutan udara luar negeri.

Jasa tenaga kerja.

Jasa perhotelan.

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum.
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14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau catering.
5. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan pasal 8A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 untuk

menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan cara

mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak meliputi :

1. Harga Jual.
Berdasarkan pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,
yag dimaksud harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjualan karena
penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian
Berdasarkan pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang,
termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh
pengusaha karena Jasa Pengenaan Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini

dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai
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berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa
karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean.

3. Nilai Impor
Berdasarkan pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,
yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang
menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan
berdasarkan ketentuan dalam peratuan perundang-undangan yang
mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

4. Nilai Ekspor
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 butir 26,
yang dimaksud dengan nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk
semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta eksportir.

5. Nilai Lain
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 pasal
1 tentang nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah:
1. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba

kotor.
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2. Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi
laba kotor.

3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah
perkiraan harga jual rata-rata.

4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per
judul film.

5. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga
jual eceran.

6. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih
tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar
wajar.

7. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang

adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.

6. Tarif Pajak

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif

Pajak sebagai berikut :

1.

2.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan
atas:

a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
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b.

C.
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Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

Ekspor Jasa Kena Pajak.

3. Tarif pajak 10% tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5%

(lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang

perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Cara Menghitung PPN

Berdasarkan pasal 8A, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

dihitung denga cara:

PPN terutang = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (10%).

8. Saat dan tempat terutang pajak.

1.

Berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

20009, terutang pajak tejadi pada saat:

a.

b.

C.

g.
h.

Penyerahan Barang Kena Pajak.

Impor Barang Kena Pajak.

Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabaean.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena

Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal
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pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena

Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,

saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

2. Tempat terutang pajak.

Berdasarkan pasal 12 ayat 1,2,3 dan 4 tempat terutang PPN adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan di dalam
Daerah Pabean, melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam
Daerah Pabean, melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan melakukan
ekspor Jasa Kena Pajak, terutang pajak di tempat tinggal atau
tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau
tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau
tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak.

2. Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak.
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau
lebih sebagai tempat terutang pajak.

3. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena
Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

4. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
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Pabean di dalam Daerah Pabean, terutang pajak di tempat tinggal

atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

9. Faktur Pajak

a.

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha

Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang digunakan sebagai sarana untuk

mengkreditkan Pajak Masukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

42 Tahun 2009 pasal 13 ayat 1a, faktur pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak.

2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum
penyerahan Jasa Kena Pajak.

3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan
sebagian tahap pekerjaan.

4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Paraturan Menteri
Keuangan.

Dikecualikan dari ketentuan Pengusaha Kena Pajak wajib membuat

Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur

Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli

Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama

selama 1 (satu) bulan kalender.
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c. Faktur Pajak tersebut adalah Faktur Pajak Gabungan dan harus paling
lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak.

d. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan Kketerangan tentang
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan
potongan harga.

4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.

6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur

Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010
pasal 5 ayat 1,2,3, menjelaskan bahwa Faktur Pajak harus memenubhi
persyaratan formal yang diisi secara lengkap, jelas dan benar. Pengusaha
Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan
formal, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan. Pajak Pertambahan
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Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan
formal, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh
Pengusaha Kena Pajak.

FAKTUR PAJAK
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

Nama
Alamat
NPWP

Tanggal Pengukuhan
PKP

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama
Alamat :
NPWP : NPPKP :

No. Urut/ Nama Barang Kena Harga Jual/Penggantian/
Kode Pajak/Jasa Kena Pajak Uang Muka/Termin (Rp)

Harga Jual/Penggantian/Uang
Muka/Termin*)

Dikurangi Potongan Harga
Dikurangi Uang Muka yang telah
diterima

Dasar Pengenaan Pajak
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif
(%) DPP (Rp) PPRnBMIRp) | Tl

Jumlah Nama :
Jabatan :

Gambar 1: Faktur Pajak
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak
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10. Penyetoran dan Pelaporan.
a. Penyetoran
1. Saat penyetoran.
Berdasarkan pasal 15 ayat 1, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir
bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. Tempat penyetoran/pembayaran.
Penyetoran/pembayaran PPN dapat dilakukan di :
a. Kantor pos dan giro.
b. Bank pemerintah.
c. Bank pambangunan daerah.
d. Bank devisa.

e. Bank lain-lain penerima setoran pajak.

=h

Kantor Ditjen Bea cukai.

3. Sarana pembayaran
Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP).

4. Sanksi keterlambatan pembayaran
Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9
ayat (2a), pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang yang
dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau

penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga
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sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
b. Pelaporan

1. Saat pelaporan.
Berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak.

2. Sarana pelaporan.
Sarana untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran
pajak terutang dalam satu masa pajak adalah Surat Pemberitahuan
Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai. SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai yang dipakai adalah SPT Masa PPN formulir
1111.

3. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN.
Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7
ayat (1), apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam
jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan
penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN,
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000.,

(lima ratus ribu rupiah).
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11. Bentuk dan Isi SPT Masa PPN formulir 1111

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/PJ/2010

tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) formulir

1111 terdiri dari :

1.

2.

Induk SPT Masa PPN
Lampiran SPT Masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas
(hardcopy) atau data elektronik yang merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor kode dan nama

formulir sebagai berikut:

Tabel 1. Bagian-bagian dalam formulir SPT Masa PPN

No | Kode Nama Formulir Keterangan
Formulir

1 | Formulir Surat Pemberitahuan Masa | Induk SPT Masa PPN
1111 Pajak  Pertambahan Nilai
(F.1.2.32.04) | (SPT Masa PPN)

2 | Formulir Rekapitulasi Penyerahan dan | Lampiran SPT Masa
1111 AB Perolehan PPN dalam bentuk
(D.1.2.32.07) formulir kertas

(hardcopy) atau data
elektronik.

3 | Formulir Lampiran 2 — Daftar Pajak | Lampiran SPT Masa
1111 A2 Keluaran atas Penyerahan | PPN dalam bentuk

Dalam Negeri dengan Faktur | formulir kertas
(D.1.2.32.09) | Pajak (hardcopy) atau data
elektronik.

4 | Formulir Lampiran 3 — Daftar Pajak | Lampiran SPT Masa
1111 B2 Masukan yang dapat | PPN dalam bentuk

dikreditkan atas perolehan | formulir kertas
(D.1.2.32.11) | BKP/JKP Dalam Negeri (hardcopy) atau data
elektronik

Sumber : Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
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12. Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Dalam sistem self assessment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana

bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN

atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang :

1.

2.

Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK)
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/

atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

Pengusaha yang berstatus sebagai pemungut PPN juga wajib melaporkan

PPN yang telah dipungut dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN

untuk pemungut PPN. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT

Masa PPN dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya. SPT diisi

dengan benar, lengkap dan jelas yaitu :

.

SPT diisi dengan benar yaitu dalam penghitungan, termasuk benar
dalam penerapan ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

SPT diisi dengan lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang
berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, menandatanganinya dan
menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib

Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
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3. SPT diisi dengan jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dan
objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan.

C. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Rumah Sakit
Berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 253/KMK.03/2002 tentang PPN atas Penyerahan Barang
Dagangan Oleh Pedagang Eceran selain menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002 diatur:

1. Pasal 1, bahwa Pedagang Eceran selain yang menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Orang Pribadi
atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan
usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:

a. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui
suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau
dengan cara penjualan yang dilakukan langsung
kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan
dari rumah ke rumah;

b. Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat

penjualan secara eceran tersebut.
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c. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa
didahului dengan penawaran tertulis, pemesan tertulis,
kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai
dan pembeli pada umumnya datang ke tempat
penjualan tersebut langsung membawa sendiri BKP
yang dibelinya.

2. Pasal 2, bahwa atas penyerahan barang dagangan oleh
Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto, terutang PPN sebesar 10%
(sepuluh persen) dari harga jual.

Rumah Sakit mempunyai apotik atau Instalasi Farmasi yang
melayani pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Apotik
atau instalasi farmasi di rumah sakit bertindak lazimnya apotik
yang melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat
jalan dengan cara sebagaimana dilakukan oleh pedagang
eceran. Oleh karena itu, atas penyerahan obat-obatan kepada
pasien rawat jalan terutang PPN 10% dari harga jual obat. PPN
yang disetor ke kas negara adalah selisih antara Pajak Keluaran
yang telah dipungut sebesar 10% pada saat penyerahan obat-
obatan dengan Pajak Masukan pada saat perolehan obat-obatan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak

Pertambahan Nilai dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang
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Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu pasal
1 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Vaksin Polio dalam Rangka
Pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) adalah Barang

Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian dilakukan di rumah
sakit dengan menyalin data-data yang sesuai dengan objek yang akan
diteliti. Dari data yang diperoleh, dievaluasi dan disusun kesimpulan,

sehingga kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas pada objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat penelitian.
Penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Santa Maria, JI. Pemuda
no.24 Pemalang, Jawa Tengah.
2. Waktu penelitian.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan April

2012.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek penelitian.
Subjek penelitian adalah bagian akuntansi Rumah Sakit Santa Maria,

JI. Pemuda no.24 Pemalang, Jawa Tengah.

29
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Objek penelitian

a. Daftar Pajak Masukan dan daftar Pajak Keluaran bulan Januari
Desember 2011.

b. Faktur Pajak bulan Januari — Desember 2011.

c. Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2011.

d. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa

PPN) tahun 2011.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua instrumen untuk mengumpulkan data yaitu:

1.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengambil data yang sudah tersedia di tempat penelitian.
Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengajukan pertanyaan kepada Kepala Bagian Keuangan
mengenai pembelian dan penjualan obat yang dilakukan oleh Rumah
Sakit yang seharusnya terutang PPN, bagaimana Rumah Sakit
memisahkan antara yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN
dan mengajukan pertanyaan kepada staf bagian farmasi tentang

penyimpanan obat untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan.
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E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif dan
komparatif. Penelitian deskriptif adalah penyajian data hasil penelitian
mengenai penentuan dan penghitungan PPN terutang. Sedangkan teknik
komparatif digunakan untuk membandingkan antara penghitungan PPN
terutang yang dilakukan oleh rumah sakit dengan penghitungan yang
dilakukan penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut:

1. Menghitung PPN obat yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit untuk
mengetahui apakah penghitungan sudah mengacu pada Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 maka dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut :

a. Menghitung PPN yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Santa
Maria dengan cara sebagai berikut :
1. Menghitung besarnya DPP.
2. PPN terutang = DPP x Tarif pajak (10%).

b. Menghitung ulang PPN obat di rumah sakit dengan mengacu pada
Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dengan cara:
1. Menghitung besarnya DPP.
2. Menghitung PPN terutang dengan rumus: DPP x Tarif Pajak

(10%)
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c. Membandingkan penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh
Rumah Sakit Santa Maria dengan penghitungan yang dilakukan
penulis berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 untuk
mengetahui sesuai atau tidak penghitungan yang dilakukan oleh
Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
kemudian mengambil kesimpulan dari hasil pembandingan
tersebut.

2. Melakukan evaluasi terhadap penyetoran PPN obat Rumah Sakit

Santa Maria dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Sarana yang digunakan untuk menyetor PPN yang terutang adalah
Surat Setoran Pajak (SSP).

b. Penyetoran PPN obat terutang harus dilakukan paling lama akhir
bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

c. Surat Setoran Pajak diisi dengan mencantumkan NPWP, nama
Waijib Pajak dan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan
Terdaftar (SKT), jenis pajak yang dibayar, Masa Pajak
bersangkutan.

d. Menuliskan jumlah PPN terutang yang dibayar dalam satuan
Rupiah penuh.

e. Surat Setoran Pajak (SSP) ditandatangani oleh Wajib Pajak dan

diberi cap perusahaan.
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3. Untuk menjawab rumusan masalah apakah pelaporan PPN yang
dilakukan rumah sakit telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 dengan melakukan evaluasi berdasarkan kriteria:

a. Sarana untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran
pajak terutang dalam satu masa pajak adalah Surat Pemberitahuan
Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai.

b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan
paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa
Pajak.

c. Surat Pemberitahuan (SPT) wajib diisi dengan benar, lengkap dan
jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,
angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatanganinya
serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1. SPT diisi dengan benar adalah benar dalam penghitungan,
termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

a. Penghitungan yang dilakukan dengan cara
mengalikan tarif PPN (10%) dengan Dasar Pengenaan

Pajak (DPP).
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b. Menerapkan ketentuan peraturan Undang-Undang

dengan benar yaitu:

1) Tarif PPN adalah 10%

2) Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)

3)

4)

5)

diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak 10% tersebut dapat diubah menjadi
paling rendah 5% (lima persen) dan paling
tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan
tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DPP yang digunakan untuk menghitung pajak
yang terutang adalah jumlah harga jual,
penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai
lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif dengan DPP

c. PPN dihitung sesuai keadaan yang sebenarnya yaitu

apabila dalam satu Masa Pajak, PPN keluaran lebih

besar

daripada PPN masukan, maka selisihnya

merupakan PPN yang harus disetorkan.
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2. SPT diisi dengan lengkap yaitu memuat unsur-unsur yang
berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang
harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan antara lain:

a. Nama PKP harus diisi lengkap dengan nama orang
pribadi atau badan sesuai dengan yang tercantum pada
surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

b. NPWP diisi sesuai dengan yang tercantum pada surat
keterangan terdaftar dan yang berfungsi juga sebagai
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

c. Alamat diisi sesuai dengan alamat PKP.

d. Masa Pajak yang bersangkutan dan untuk SPT Masa
pembetulan, diisi masa pajak yang dibetulkan.

e. Nomor telepon diisi dengan nomor PKP yang
bersangkutan.

f. Usaha diisi dengan jenis usaha yang dilakukan oleh
PKP yang bersangkutan.

g. Sebelum disampaikan ke KPP, SPT Masa harus
ditanda tangani, dicantumkan nama jelas dan diberi
cap rumabh sakit.

3. SPT diisi dengan jelas yaitu melaporkan asal-usul atau
sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. SPT ditulis dalam
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bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab,
dan menggunakan satuan mata uang Rupiah.

4. Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas,
dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka
Arab, satuan mata uang Rupiah, dan ditanda tangani tersebut wajib
disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

A. Sejarah Singkat Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang didirikan pada tanggal 19

Januari 1980 adalah Rumah Sakit yang berbentuk yayasan. Rumah Sakit

Santa Maria Pemalang bernaung dibawah yayasan Mediatrix yang didirikan

oleh para suster tarekat Puteri Bunda Hati Kudus (PBHK).

Tujuan yayasan Mediatrix mendirikan Rumah Sakit Umum Santa

Maria Pemalang adalah untuk menyebarkan dan mewujudkan cinta Kasih

Allah yang berbelaskasih kepada orang-orang yang menderita agar mereka

diselamatkan secara rohani dan disembuhkan secara jasmani sesuai dengan

sifat khusus pelayanan dan pengabdian terhadap kehidupan.

B. Visi dan Misi

Berdasarkan SK Yayasan Mediatrix no. D.215/YM/V/2008 tertanggal

14 Mei 2008 tentang visi, misi, motto dan falsafah RSU Santa Maria

Pemalang yaitu:

Visi:

Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang melayani dan merawat dengan

semangat kasih.

37
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Misi:

1.  Memantapkan pelayanan dengan mengedepankan pelayanan Kkasih
tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, jenis kelamin dan
status sosial ekonomi.

2. Meningkatkan kinerja individu dan rumah sakit secara profesional.

3. Mengembangkan kemampuan rumah sakit guna peningkatan
pelayanan.

4. Menuju rumah sakit yang terakreditasi.

C. Motto dan Falsafah
Motto:
Kesembuhan anda merupakan kebahagiaan kami
Falsafah:

Melayani dan merawat manusia sesuai dengan citra Allah

D. Lokasi
Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang terletak di JI. Pemuda no. 24

Pemalang, Jawa Tengah.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Susunan Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI RSU SANTA MARIA PEMALANG

Gambar 2: Struktur Organisasi Rumah Sakit Santa Maria
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Susunan organisasi rumah sakit Santa Maria Pemalang ditetapkan oleh
Yayasan Mediatrix dengan SK no B. 215/YM/V/2008 dengan bagan struktur

organisasinya. Susunan organisasi RSU Santa Maria Pemalang terdiri dari:
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6.
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Direktur

Bidang Pelayanan Medik
Bidang Penunjang Medik
Bidang Keperawatan
Bidang Kepegawaian

Bidang Keuangan

Uraian tugasnya sebagai berikut:

Direktur

Direktur mempunyai tugas (berdasarkan Hospital by Laws yang

diberlakukan dengan SK Yayasan Mediatrix No A.215/YM/V/2008):

i

Menjalankan manajemen rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan yayasan dan sesuai dengan peraturan pemerintah/peraturan
perundangan yang berlaku untuk rumah sakit dengan menggunakan
semua sumber daya yang tersedia.

Membuat struktur organisasi rumah sakit dan mengusulkannya kepada
yayasan untuk mendapatkan pengesahan.

Mengangkat, memberhentikan dan mengalihtugaskan semua
karyawan dalam jabatan struktural dibawah pejabat setingkat dibawah
direktur.

Mengusulkan kepada yayasan nama-nama karyawan yang akan
diangkat sebagai pejabat struktural setingkat dibawah direktur.
Mengusulkan kepada yayasan nama-nama calon Ketua Komite Medis

yang akan diangkat oleh yayasan.
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Bekerjasama dengan Komite Medis dan Staf Medis dalam

meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas sebagai berikut:

1.

Merencanakan kegiatan pelayanan di Instalasi Kamar Operasi dan
sterilisasi, instalasi gawat darurat, pelayanan medik umum dan
pelayanan medik spesialis dan instalasi rawat jalan berdasar kegiatan
tahun yang lalu dan bussiness plan Rumah Sakit.

Melakasanakan penyusunan perumusan Kkebijakan teknis dan
operasional dalam pelayanan di instalasi kamar operasi dan sterilisasi,
intstalasi gawat darurat, pelayanan medik umum dan pelayanan medik
spesialis dan instalasi rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien.
Menyiapkan dan menyusun standar pelayanan dan prosedur kerja
dalam pelayanan di instalasi kamar operasi dan sterilisasi, instalasi
gawat darurat, pelayanan medik umum dan pelayanan medik spesialis
dan instalasi rawat jalan sesuai dengan peraturan dan perundangan
yang berlaku.

Melaksanakan dan menyusun perencanaan semua kebutuhan
pengelolaan pelayanan di instalasi kamar operasi dan sterilisasi,
instalasi gawat darurat, pelayanan medik umum dan pelayanan medik
spesialis dan instalasi rawat jalan sesuai dengan perencanaan rumah
sakit.

Melaksanakan perencanaan dan penyusunan kebutuhan untuk

pendayagunaan, pengembangan dan pengawasan tenaga dan sumber



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

42

daya di bidang pelayanan medik dengan memperhatikan kemampuan
rumah sakit dan kepentingan pasien.

Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengatur dan
membina pelaksanaan pelayanan di instalasi kamar operasi dan
sterilisasi, instalasi gawat darurat, pelayanan medik umum dan
pelayanan medik spesialis dan instalasi rawat jalan agar di dapat
pelayanan yang sesuai standar dan prosedur kerja yang ditetapkan
dibidang pelayanan medik sesuai peraturan dan perundangan yang
berlaku dan membina pelayanan.

Memberikan arahan dan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian yang
ada dibawahnya melalui rapat berkala/insidental mengenai pelayanan
medik.

Melakukan penilaian Kinerja terhadap Kasubbag/Ka

Instalasi/Kasubbid/ yang ada dibawah kendalinya.

Bidang Penunjang Medik, mempunyai tugas:

1.

Merencanakan kegiatan pelayanan Rekam Medik, instalasi radiologi,
instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi dan
fisiotheraphy berdasar kegiatan tahun yang lalu dan bussiness plan
Rumah Sakit.

Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan
operasional dalam pelayanan Rekam Medik, instalasi radiologi,
instalasi  laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi dan

fisiotheraphy sesuai dengan kebutuhan.
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3. Menyiapkan dan menyusun standar pelayanan dan prosedur kerja
dalam pelayanan Rekam Medik, instalasi radiologi, instalasi
laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi dan fisiotheraphy sesuai
dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

4.  Melaksanankan dan menyusun perencanaan semua kebutuhan
pengelolaan pelayanan Rekam Medik, instalasi radiologi, instalasi
laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi dan fisiotheraphy sesuai
dengan perencanaan Rumah Sakit.

5.  Melaksanakan perencanaan dan penyusunan kebutuhan untuk
pendayagunaan, pengembangan dan pengawasan tenaga dan sumber
daya di bidang penunjang medik dengan memperhatikan kemampuan
Rumah Sakit dan kepentingan pasien.

6. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengatur dan
membina pelaksanaan pelayanan Rekam Medik, instalasi radiologi,
instalasi  laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi dan
fisiotheraphy agar di dapat pelayanan yang sesuai standar dan
prosedur yang ditetapkan di bidang penunjang medik sesuai dengan
peraturan dan perundangan yang berlaku.

7. Memberikan arahan dan petunjuk kepada kepala Sub Bidang yang ada
dibawahnya melalui rapat berkala/insidentil mengenai penunjang
medik.

8. Melakukan penilaian Kinerja terhadap Kasubbag/Ka

Instalasi/Kasubbid/ yang ada dibawah kendalinya.
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Bidang Keperawatan, mempunyai tugas sebagai berikut:

1.

2.

Melaksanakan fungsi perencanaan, penggerakan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Menyusun falsafah keperawatan dan tujuan sesuai dengan falsafah
dan tujuan rumah sakit.

Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan secara keseluruhan
baik dalam jumlah maupun kualifikasi (secara makro) dan mengawasi,
mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan
secara efektif dan efisien koordinasi dengan Kassubid Pelayanan
Keperawatan dan kepala instalasi terkait.

Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan tenaga keperawatan dan
peralatan yang diajukan oleh Kassubid/ Kepala instalasi terkait. Hasil
analisa tersebut untuk menyusun perencanaan tahunan/semester
kebutuhan tenaga maupun peralatan.

Menyusun  program  pengembangan staf keperawatan dan
melaksanakan penelitian kinerja staf tenaga keperawatan sesuai
kebutuhan pelayanan di rumah sakit serta bekerjasama dalam bidang
Diklat Rumah Sakit untuk menyelenggarakan kegiatan program
pengembangan staf.

Menyusun, melaksanakan program orientasi dan berperan serta dalam
pelaksanaan program bimbingan bagi siswa/mahasiswa pendidikan

keperawatan yang menggunakan rumah sakit sebagai lahan praktek



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10.

11.

12.

45

serta melaksanakan koordinasi dengan istitusi pendidikan keperawatan
untuk menunjang kelancaran program bimbingan.

Menyusun program orientasi dan melaksanakan program orientasi
bagi tenaga keperawatan yang baru yang akan bekerja di rumah sakit.
Menyusun jadwal rapat dan melaksanakan rapat secara berkala atau
sewaktu-waktu diperlukan berkoordinasi dengan Kassubid dan Karu.
Menyusun program mutasi dan melaksanakan program mutasi tenaga
keperawatan baik pelaksana maupun pengelola. Berkoordinasi dengan
Kepala Instalasi terkait untuk diaukan ke Direktur rumah sakit.
Menyusun rencana penempatan dan melaksanakan penempatan
tenaga keperawatan sesuai kebutuhan. Berkoordinasi dengan Kassubid
Keperawatan/Ka Instalasi terkait.

Menyusun rencana kebutuhan peralatan keperawatan dan menyusun
intrumen penilaian pendayagunaan tenaga keperawatan dan peralatan
sesuai kebutuhan pelayanan baik jumlah dan jenis alat, koordinasi
dengan Kassubid Keperawatan/Ka instalasi terkait (alat tenun, alat
rumah tangga dan alat keperawatan lainnya).

Menyusun rencana pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
Asuhan  Keperawataan  (Askep), membimbing pelaksanaan,
melakukan supervisi dan penilaian mutu pelayanan/asuhan
keperawatan yang tepat sesuai kondisi rumah sakit, koordinasi dengan

Kassubid Keperawatan/Ka instalasi terkait.
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Mengumpulkan dan menganalisa data tentang pelaksanaan asuhan,
ketenagaan dan peralatan untuk bahan informasi bagi engembangan
pelayanan keperawatan.

Menyusun program pegendalian mutu pelayanan/asuhan keperawatan
di rumah sakit dan berperan serta menuyusun peraturan /tata tertib
pelayanan di rumah sakit.

Menyusun standar, protap/SOP pelayanan mutu meliputi SOP
ketenagaan, peralatan dan lain-lain. Melaksanakan bimbingan kepada
tenaga keperawatan terhadap penerapan Protap/SOP dan tata tertib
pelayanan keperawatan koordinasi dengan Kassubid keperawatan/ Ka
instalasi terkait. Penyusunan ini bekerjasama dengan Komite
Keperawatan.

Mengatur jadwal dinas, pengawas hari libur, sore dan malam (PJ
Shiff) sebagai pengganti Kepala Bidang.

Memotivasi kepada tenaga keperawatan untu meningkatkan semangat
kerja, dengan membuat usulan penghargaan atas prestasi kerja kepada
Direktur (Reward System), berupa piagam penghargaan, kesempatan
studi banding, dll.

Mendelegasikan tugas kepada Kassubid Keperawatan bila
berhalangan hadir.

Mengumpulkan dan menyimpan berkas kepegawaian tenaga
keperawatan untuk kepentingan penilaian dalam rangka promosi

jabatan.
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Memantau dan memberi rekomendasi pelaksanaan cuti tenaga
keperawatan yang ada di instalasi.

Membuat laporan berkala dan laporan khusus bidang keperawatan
denga menganalisa data pelaksanaan informasi, dokumen atau laporan
yang dibuat oleh Kassubid Keperawatan/Ka instalasi untuk
disampaikan kepada Direktur rumah sakit.

Memberi saran dan bantuan pertimbangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pelayanan keperawatan kepada Direktur rumah sakit.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit

dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan.

Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, mempunyai tugas:

1.

Mengembangkan dan menerapkan sistem. Strategi dan kebijakan di
bidang kompensasi dan kesejahteraan untuk menciptakan atau
mempertahankan motivasi dan produktivitas karyawan.
Mengembangkan, memelihara dan meng-up date sistem informasi
Sumber Daya Manusia sebagai alat pengambilan keputusan bagi
manajemen.

Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis, prosedur
kerja, operasional dan strategi di bagian Sumber Daya Manusia dan
Umum dalam pengembangan dan peningkatan mutu bagian SDM dan
Umum.

Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan perencanaan tenaga

kerja di bagian SDM dan Umum.
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Melaksanakan pengaturan, perencanaan kegiatan, program evaluasi
dan pengawasan mutu pengelolaan di sub bagian administrasi dan
penggajian, sub bagian pembinaan mutu dan pembinaan pegawai dan
sub bagian umum dengan cara mengumpulkan dan menganalisis
masukan-masukan dari bawahan, atasan serta rekan sekerja agar
pelaksanaan tugas-tugas dibagian Sumber Daya Manusia dan Umum
berjalan dengan baik.

Menyusun kebijakan di bagian Sumber Daya Manusia dan Umum atas
dasar kebijakan yang dibuat oleh atasan.

Membuat penilaian prestasi kerja karyawan yang ada dibawahnya
melalui standar kinerja.

Mengembangkan dan menerapkan konsep hubungan-hubungan
industrial yang dapat mendorong terciptanya hubungan industrial yang
kondusif dan harmonis.

Melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai dibawahnya.

Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

1.

Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan sarana bidang keuangan
guna terlaksananya pelaksanaan kegiatan yang efektif.

Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit
berdasar estimasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan

disusun oleh sub bagian anggaran.
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Menyiapkan dan menyusun perumusan kebijakan teknis dan
operasional dalam pengembangan serta peningkatan mutu pengelolaan
dan pelayanan keuangan.

Menyiapkan dan menyusun standar dan prosedur kerja dibidang
keuangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
Merencanakan ketatausahaan bidang keuangan rumah sakit.
Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, menggerakkan
pelaksanaan  kegiatan akuntansi, perbendaharaan, anggaran,
pengadaan dan marketing rumah sakit.

Membina, mengawasi, membimbing pelaksanaan  kegiatan
perbendaharaan, intensifikasi pendapatan dan efisiensi belanja,
pengumpulan data untuk menyajikan informasi keuangan serta
marketing rumah sakit.

Mengatur dan mengkoordinasikan penagihan piutang pasien.
Mengkoordinasikan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan yang
diajukan bagian lain yang disyahkan oleh direktur baik barang
inventaris, farmasi, laboratorium dan barang habis pakai lain.
Melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai dibawahnya.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit.
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F. Layanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang
Layanan-layanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Santa Maria
Pemalang adalah layanan rawat jalan, layanan rawat inap, layanan
penunjang medik dan layanan 24 jam.

1.  Layanan Rawat Jalan
Pelayanan rawat jalan/poliklinik yang tersedia di RSU Santa Maria
meliputi:
a. Klinik non-spesialis
1. Klinik Umum
2. Medical Check Up
b. Klinik spesialis dan sub-spesialis
1. Klinik bedah
2. Klinik Kesehatan Anak
3. Klinik Obsgyn
4. Klinik Penyakit Dalam
5. Klinik THT
6. Klinik Obsgyn Syaraf
7. Klinik Mata
8. Klinik Kulit dan Kosmetik
9. Kilinik Gizi
10. Klinik Akupuntur

11. Klinik Gigi dan Mulut
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2.  Layanan Rawat Inap

3. Layanan Penunjang Medik yang terdiri dari:

a. CT Scan
b. Urology
c. Orthopedi

d. Bedah Syaraf
4.  Layanan 24 jam antara lain:
a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
b. Instalasi Laboratorium
c. Ruang Operasi

d. Farmasi

G. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah tulang punggung bagi setiap organisasi.
Baik tidaknya kinerja yang dapat dicapai oleh sebuah organisasi sangatlah
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Organisasi
yang bergerak dibidang jasa seperti halnya rumah sakit, daya saingnya
sangat ditentukan oleh kualitas profesi serta karakter pribadi dari setiap

karyawan yang bekerja di rumah sakit.
Perencanaan serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sangat
dibutuhkan untuk suatu tata kelola organisasi. Suatu tata kelola yang baik

dimulai dari proses rekruitment, retentio, release maupun terminasi/pensiun.
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Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Rumah Sakit Santa Maria

Pemalang dibagi dalam beberapa kategori yaitu:

a.

Tenaga Medis, yang terdiri dari:

1. Dokter Umum berjumlah 7 orang

2. Dokter Gigi : 1 orang

3. Dokter Spesialis : 20 orang

Tenaga Paramedis yang terdiri dari :

1. Perawat : 93 orang

2. Bidan: 21 orang

3. Non Perawat : 15 orang

4. Apoteker : 1 orang

5. Asisten Apoteker : 4 orang

Tenaga Non Medis yang bekerja di beberapa bagian :
1. Bagian Rekam Medik

2. Bagian Informasi dan Pendaftaran

3. Bagian Personalia

4. Bagian Keuangan, akuntansi dan penggajian
5. Bagian IPRS

6. Bagian Gizi

7. Bagian Sekretariat

oo

. Bagian Keamanan
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Santa Maria untuk mengetahui
apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Data
penelitian ini adalah Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011.

Data yang diperoleh dari Rumah Sakit adalah daftar Pajak Masukan,
daftar Pajak Keluaran, Faktur Pajak Keluaran bulan Oktober, November dan
Desember, Faktur Pajak Masukan, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat
Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN). Dari data-data tersebut kemudian
menghitung PPN Terutang Rumah Sakit Santa Maria dengan formula :
DPP X Tarif 10%. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual.
Penghitungan DPP dapat diketahui dari faktur Pajak atas penyerahan obat
kepada pasien rawat jalan. Setelah menentukan besarnya DPP, kemudian
mengalikan nilai DPP tersebut dengan tarif PPN 10% sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Langkah selanjutnya adalah Rumah Sakit Santa Maria melakukan
penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan ke kantor Direktorat Jenderal

Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN.

53
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B. Analisis Data

Langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan teknik

analisis data yang terdapat pada Bab III.

1.

Menjawab rumusan masalah apakah penghitungan PPN yang

dilakukan oleh Rumah sakit Santa Maria sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 maka dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Menghitung PPN yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Santa
Maria.
Rumah Sakit Santa Maria adalah sebuah lembaga yang bergerak
dibidang kesehatan yang melayani pasien rawat inap dan rawat
jalan. Rumah Sakit yang bernaung di bawah yayasan Mediatrix
terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan NPWP 01-247-
021-502-000. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), rumah sakit
Santa Maria menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang
untuk setiap masa pajaknya.
Penghitungan PPN Terutang dilihat dalam faktur pajak yang
dibuat oleh Rumah Sakit Santa Maria. Faktur Pajak yang dibuat
oleh Rumah Sakit adalah untuk setiap penyerahan obat kepada
pasien rawat jalan. Berikut ini adalah contoh faktur pajak yang
dibuat oleh Rumah Sakit Santa Maria bulan Oktober, November

dan Desember 2011 yang di peroleh penulis sebagai contoh.
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Namun data Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN selama tahun

2011 secara lengkap seperti tersaji di tabel 2 halaman 59.

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00004855

Pengusaha Kena

Pajak

Nama YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA
MARIA PEMALANG

Alamat JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG

NPWP 01.247.021.7.502.000

Tanggal Pengukuhan PKP 22 JUNI 2000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama KUMYATI, NY

Alamat KEMUNING 10/02

NPWP Do NPPKP :

No. Urut/ Nama Barang Kena Harga Jual/Penggantian/
Kode Pajak/Jasa Kena Pajak Uang Muka/Termin (Rp)
FAR014108 | ESCOVIT 114.545
FAR010614 | REGIT TABLET 54.545
FARO015413 | RIFASTAR 129.545

Harga Jual/Penggantian/Uang
Muka/Termin *) 26
Dikurangi Potongan Harga
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
Dqsar Pengenaan 298.636
Pajak
e 0
PPN 10% x Dasar Pengenaan 29 864
Pajak
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

;l:;r)lf DPP (Rp) PPn BM (Rp) Pemalang, 07 Oktober 2011

0
Tumnlah Dr. WIDODO

umia YULIANTO,M Kes

Direktur

Gambar 3: Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria tanggal 07 Oktober 2011

Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang
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FAKTUR PAJAK
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000.11.00005380
Pengusaha Kena Pajak
Nama YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA
MARIA PEMALANG
Alamat : JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG
NPWP : 01.247.021.7.502.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 JUNI 2000
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena
Pajak
Nama . ERYATI, NY
Alamat : PESAPEN 01/01 SARADAN
NPWP Do NPPKP :

No.Urut/ | Nama Barang Kena Harga Jual/Penggantian/
Kode Pajak/Jasa Kena Pajak Uang Muka/Termin (Rp)
FAR016003 | Biosanbe 10.000
FARO014316 | CLANEKSI 500 MG 178.636
FAR014205 | FLAVIN 23.636
FARO015103 | Metronidazol 500 mg 3.188
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin 215.460

Dikurangi Potongan Harga
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
Dgsar Pengenaan 215.460
Pajak
— 0
PPN 10% x Dasar Pengenaan 21.546
Pajak
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tarif (%) DPP (Rp) PPn BM (Rp) Pemalang, 02 November 2011
Tumlah Dr. WIDODO
" YULIANTO,M.Kes
Direktur

Gambar 4: Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria tanggal 02 November 2011
Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang
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FAKTUR PAJAK
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00005970
Pengusaha Kena
Pajak
Nama YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA
MARIA PEMALANG
Alamat : JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG
NPWP : 01.247.021.7.502.000
Tanggal Pengukuhan PKP  : 22 JUNI 2000
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena
Pajak
Nama : SULISTYOWATI, AN
Alamat :  PEGONGSORAN 03/02
NPWP Do- NPPKP :

No.Urut/ Nama Barang Kena Harga Jual/Penggantian/
Kode Pajak/Jasa Kena Pajak Uang Muka/Termin (Rp)
FARO11802 | Bisolvon 8 mg 8.182
FAR070202 | COMBIVENT NEBULIZER 12.364
FARO013205 | Lameson 4 mg 18.000
FARO11913 | Lasal 4 mg 4.091
FARO011906 | Lasmalin 6.545
FAR070203 | PULMICORT 72.500
FARO013211 | TIRIZ 10 MG 20.455
I;I)arga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin 142.136

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak 142.136

PPN = 10% x Dasar Pengenaan 14214

Pajak

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
g;jor)lf DPP (Rp) PPnBM (Rp) | Pemalang, 01 Desember 2011
Tumlah Dr. WIDODO
YULIANTO,M.Kes

Direktur

Gambar 5: Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria tanggal 01 Desember 2011
Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang
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Berikut ini adalah contoh uraian penghitungan PPN Terutang
yang dilakukan oleh Rumah Sakit. dalam faktur pajak tanggal 7
Oktober 2011.

Berdasarkan faktur pajak tanggal 7 Oktober 2011, Rumah Sakit
Santa Maria melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
kepada pasien rawat jalan dengan harga jual Rp298.636. Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual, sehingga penghitungan
PPN terutang yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Rp 298.636

PPN =10% x Rp 298.636 = Rp 29.864

Berdasarkan faktur pajak tanggal 02 November 2011 menunjukan
bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual
Rp215.460., sehingga penghitungan PPN terutang yaitu :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Rp215.460

PPN =10% x Rp215.460 =Rp21.546

Berdasarkan faktur pajak tanggal 01 Desember 2011
menunjukkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga
jual Rp142.136.,sehingga penghitungan PPN terutang yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Rp142.136

PPN =10% x Rp142.136 =Rpl4.214

Data PPN lengkap yang tersaji berikut ini dapat diketahui bahwa
PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan DPP dengan tarif

PPN 10%. Berikut ini adalah ringkasan penghitungan PPN
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terutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria dari

transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam masa

pajak Januari sampai dengan Desember 2011:

Tabel 2. Ringkasan PPN terutang Masa Pajak Januari-Desember 2011

Masa Pajak DPP (Rp) PPN Terutang (Rp)
Januari 41.834.540 4.183.454
Februari 38.376.206 3.837.621
Maret 52.608.003 5.260.800
April 54.316.426 5.431.643
Mei 57.079.018 5.707.902
Juni 47.293.890 4.729.389
Juli 49.420.555 4.942.055
Agustus 48.727.054 4.872.705
September 63.822.148 6.382.215
Oktober 63.278.793 6.327.879
November 58.002.258 5.800.226
Desember 59.573.180 5.957.318

Sumber: Data yang diolah

Jumlah PPN terutang tersebut merupakan akumulasi dari setiap

penyerahan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria selama

masa pajak bersangkutan.

b. Menghitung ulang PPN Rumah Sakit dengan mengacu pada

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan rumus:

PPN Terutang = DPP x Tarif (10%).
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Berikut ini adalah penghitungan PPN terutang pada Rumah Sakit
Santa Maria. Contoh Faktur Pajak hasil hitungan penulis secara
lengkap di lampiran no.1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pasal 8A
menjelaskan bahwa PPN terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak yang
meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau
nilai lain. Sebelum menghitung PPN terutang terlebih dahulu
menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh Rumah Sakit Santa
Maria adalah harga jual atas penyerahan Barang Kena Pajak
(BKP) obat pasien rawat jalan.
Berdasarkan faktur pajak tanggal 07 Oktober 2011, maka
penghitungan PPN terutang rumah sakit adalah:

DPP ( harga jual obat) = Rp 298.636

Tarif =10%

PPN Terutang = Rp 298.636 x 10%

=Rp 29.864

Berdasarkan faktur pajak tanggal 02 November 2011 maka
penghitungan PPN terutang Rumah Sakit adalah:

DPP (harga jual obat) = Rp215.460
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Tarif = 10%
PPN Terutang = Rp215.460 x 10%
=Rp21.546
Berdasarkan faktur pajak tanggal 01 Desember 2011 maka
penghitungan PPN terutang Rumah Sakit adalah:
DPP (harga jual obat) = Rp142.136
Tarif = 10%
PPN Terutang = Rp142.136 x 10%
=Rp 14.214
c. Membandingkan penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh
Rumah Sakit dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis
berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Hasil penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh Rumah
Sakit Santa Maria dan penghitungan yang dilakukan oleh penulis
dari Faktur Pajak yang diperoleh adalah:

Tabel 3. Hasil Perbandingan Penghitungan PPN terutang yang dilakukan
Rumah Sakit dan penghitungan yang dilakukan penulis.

Tanggal Rumah Sakit Penulis Keterangan

Santa Maria

07 Oktober 2011 Rp29.864 Rp29.864 Sama
02 November 2011 | Rp21.546 Rp21.546 Sama
01 Desember 2011 | Rp14.214 Rpl14.214 Sama

Sumber : Data yang diolah
Hasil penelitian pada Rumah Sakit Santa Maria menunjukkan

bahwa rumah sakit menghitung PPN Terutang dengan cara
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mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif 10%.
Hasil penghitungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit sama
dengan penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan
Undang-Undang.

2. Untuk menjawab rumusan masalah apakah penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Rumah Sakit sesuai dengan
peratuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009, bahwa setelah melakukan penghitungan PPN yang
terutang maka Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang. Berikut ini adalah evaluasi terhadap
penyetoran Pajak Pertambahan Nilai:

Tabel 4. Perbandingan Sarana Penyetoran PPN Terutang Rumah Sakit
Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Kriteria | UU Nomor | Rumah Sakit | Keterangan
42  Tahun | Santa Maria

2009
Sarana Surat Rumah  Sakit | Rumah Sakit Santa Maria
Penyeto- | Setoran Santa  Maria | sudah  mengacu  pada
ran Pajak (SSP) | mengisi SSP | Undang-Undang  Nomor
sebagai bukti | 42 Tahun 2009 dalam
penyetoran. menggunakan sarana
penyetoran PPN terutang.

Sumber : Data yang diolah
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Tabel 5. Perbandingan Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) Rumah Sakit
Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

adalah PPN.

Kriteria | UU Nomor 42 | Rumah Sakit Santa | Keterangan
Tahun 2009 Maria
Pengisian | -. NPWP diisi | -. Maria mengisi SSP | Sudah
Surat dengan  Nomor | dengan NPWP sesuai | mengacu
Setoran | Pokok Wajib | dengan yang dimiliki | pada
Pajak Pajak  (NPWP) | oleh rumah sakit. Undang-
(SSP). yang dimiliki Undang
oleh Wajib Pajak. Nomor 42
Tahun 2009.
-. Mencantumkan | -. Rumah Sakit Santa | Sudah
Nama Wajib | Maria mencantumkan | mengacu
Pajak. nama Wajib Pajak | pada
Yayasan  Mediatrix | Undang-
sesuai dengan nama | Undang
PKP saat pengukuhan. | Nomor 42
Tahun 2009.
P foncantumiceg -. Rumah Sakit Santa | Sudah
i W Maria mengisi alamat | mengacu
oL i Wajib Pajak dengan | pasa Undang-
lenigiers, lengkap. Undang
Nomor 42
Tahun 2009.
-. Mengisi jenis | -. Rumah Sakit Santa | Sudah
pajak yang | Maria mengisi jenis | mengacu
dibayar. Pajak yang dibayar | pada

Undang-
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Undang
Nomor 42
Tahun 2009.
-. Memberi tanda | -. Masa Pajak Januari | -. Sudah
silang pada | sampai Juni dan Masa | mengacu
kolom Masa | Pajak Agustus sampai | pada
Pajak yang | Desember di  beri | Undang-
dibayar. tanda silang pada | Undang
kolom Masa Pajak | Nomor 42
yang dibayar. Tahun 2009.
-Masa Pajak Juli | Rumah Sakit
tidak  diberi  tanda | tidak
silang pada Masa | memberi
Pajak yang dibayar. tanda silang
pada kolom
Masa Pajak
yang dibayar
sehingga
tidak
mengacu
pada
Undang-
Undang
Nomor 42
Tahun 2009.
. Mengisi jumlah | = Rumah Sakit Santa | Sudah
pembayaran Maria mengisi jumlah | mengacu
sesuai dengan pembayaran sesuai | pada
dengan yang telah | Undang-
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jumlah yang | diperhitungkan untuk | Undang
harus disetorkan | disetor ke kas negara | Nomor 42
dari hasil | dalam satuan rupiah. | Tahun 20009.
penghitungan
PPN dan diisi
dalam satuan
rupiah.

-. SSP  harus | -. Sebelum melakukan | Sudah
ditandatangani penyetoran SSP yang | mengacu
Wajib Pajak dan | sudah diisi | pada
dicap ditandatangani dan | Undang-
diberi cap. Undang
Nomor 42
Tahun 2009.

Sumber : Data yang diolah

Tabel 6. Perbandingan Batas Waktu Penyetoran PPN Terutang Rumah
Sakit Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

lama akhir bulan
setelah

Masa

berikutnya
berakhirnya
Pajak dan sebelum
Surat
Pemberitahuan
Masa Pajak

Pertambahan Nilai

Kriteria UU Nomor 42 | Rumah Sakit | Keterangan
Tahun 2009 Santa Maria

Batas -.  Batas waktu | -. Rumah Sakit | -. Masa Pajak

Waktu penyetoran PPN | Santa Maria | Januari

Penyetoran | dilaksanakan paling | melakukan Rumah Sakit

penyetoran untuk
Masa Pajak
Januari pada
tanggal 18 Maret
sehingga

dikenakan sanksi

administrasi

berupa bunga 2%

terlambat
menyetor
PPN terutang
sehingga
tidak sesuai
dengan

Undang-
Undang
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disampaikan. per bulan. Nomor 42

Tahun 2009.
- Penyetoran | -. Masa Pajak | Oleh karena
dilakukan setelah | Februari sampai | itu  dikenai
jatuh  pembayaran | Desember sanksi
dikenai sanksi | disetorkan antara | administrasi
administrasi berupa | tanggal 5-25 | berupa
bunga 2% per bulan | bulan berikutnya | bunga 2%
dihitung dari | setelah Masa
tanggal jatuh tempo | Pajak berakhir | -. Masa Pajak
pembayaran sampai | dan sebelum SPT | Februari
dengan tanggal | Masa PPN | sampai
pembayaran  dan | disampaikan. Desember

bagian dari bulan
dihitung penuh 1
(satu) bulan.

Rumah Sakit
tidak
terlambat
menyetor
PPN terutang
sehingga
sesuai
dengan
Undang-
Undang
Nomor 42
Tahun 2009
dan tidak

dikenai

sanksi

Sumber : Data yang diolah
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Berdasarkan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 dengan pelaksanaan oleh Rumah Sakit Santa Maria

terdapat perbedaan batas waktu penyetoran pada Masa Pajak Januari.

Rumah Sakit Santa Maria mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai

dengan kriteria yang terdapat dalam Undang-Undang. Masa Pajak

Juli 2011, Rumah Sakit Santa Maria tidak memberi silang pada kolom

Masa Pajak yang dibayar.

Tabel 7. Perbandingan Waktu Penyetoran PPN Terutang Rumah Sakit

Maria dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009

NO | Masa Tanggal Penyetoran | Batas Keterangan
Pajak penyetoran
sesuai aturan
1 Januari 18 Maret 2011 28 Februari Terlambat
2 Februari 25 Maret 2011 31 Maret Tidak
Terlambat
3 Maret 05 April 2011 30 April TT
4 April 09 Mei 2011 31 Mei TT
5 Mei 23 Juni 2011 30 Juni TT
6 Juni 18 Juli 2011 31 Juli TT
7 Juli 15Agustus 2011 31 Agustus TT
8 Agustus 15 September 2011 | 30 September TT
9 September | 11 Oktober 2011 31 Oktober TT
10 | Oktober 15 November 2011 | 30 November TT
11 | November | 10 Desember 2011 | 31 Desember TT
12 | Desember | 12 Januari 2011 30 Januari 2012 TT

Sumber : Data yang diolah

Keterangan:

TT : Tidak Terlambat
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Batas waktu penyetoran PPN berdasarkan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 adalah paling lama akhir bulan berikutnya
setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan
Masa PPN disampaikan. Data yang diperoleh penulis bahwa bulan
Januari, Rumah Sakit Santa Maria terlambat menyetorkan PPN
Terutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atas
keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh rumah sakit dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dikalikan dengan
jumlah yang seharusnya disetorkan ke kas negara Masa Pajak Januari
yaitu Rp426.600., sehingga sanksi yang harus dibayar adalah sebesar
Rp8.530., Sanksi tersebut dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran 28 Februari sampai dengan tanggal pembayaran pada
tanggal 18 Maret.

3. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena
Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
Berikut adalah evaluasi terhadap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

yang terutang dengan cara:
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Tabel 8. Perbandingan Sarana Pelaporan PPN Terutang Rumah Sakit Santa
Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Kriteria UU Nomor 42 Rumah Sakit Keterangan
Tahun 2009 Santa Maria
Sarana Sarana pelaporan | Mengisi Surat | Rumah Sakit
Pelaporan | Pajak Pertambahan | Pemberitahuan Santa Maria
Nilai yang terutang | Masa PPN | sudah mengacu
adalah Surat | sebagai  sarana | pada  Undang-
Pemberitahuan pelaporan Pajak | Undang Nomor
Masa Pajak | yang terutang 42 Tahun 2009
Pertambahan Nilai dalam
(SPT Masa PPN) menggunakan

sarana pelaporan

Pajak terutang.

Sumber : Data yang diolah

b. Batas Waktu Pelaporan

Tabel 9. Perbandingan Batas Waktu Pelaporan PPN Terutang Rumah Sakit
Santa Maria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Kriteria UU Nomor 42 Rumah Sakit | Keterangan
Tahun 2009 Santa Maria

Batas -.Surat -. Menyampaikan | -. Masa Pajak

Waktu Pemberitahuan SPT Masa PPN | Januari 2011

Pelaporan | Masa Pajak | Januari pada | Rumah Sakit
Pertambahan Nilai | tanggal 29 Maret | terlambat
disampaikan paling | sehingga menyampaikan
lama akhir bulan | dikenakan sanksi | SPT Masa PPN
berikutnya setelah | berupa  dengan | sehingga tidak
berakhirnya Masa | sebesar sesuai dengan
Pajak. Rp500.000., Undang-
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-. Apabila Surat
Pemberitahuan
tidak disampaikan
dalam jangka
waktu yang
ditentukan dikenai
sanksi administrasi
berupa denda
sebesar
Rp500.000,00
(Lima Ratus Ribu

Rupiah)

-. Masa Pajak

Februari sampai
2011

sakit

Desember
rumah
menyampaikan
SPT Masa PPN
antara

06 —

tanggal
25 bulan
berikutnya setelah
berakhirnya Masa
Pajak.

Undang Nomor
42 Tahun 2009.
Oleh karena itu
dikenakan
sanksi
administrasi
sebesar

Rp500.000.,

-. Masa Pajak
Februari
sampai
Desember 2011
Rumah Sakit
tidak terlambat
menyampaikan
SPT Masa PPN
sehingga sesuai
dengan
Undang-
Undang Nomor
42 Tahun 2009
dan tidak
dikenakan
sanksi

administrasi.

Sumber : Data yang diolah
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Tabel 10. Perbandingan Waktu Pelaporan PPN Terutang Rumah Sakit
Santa Maria dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009
No | Masa Tanggal Pelaporan | Batas Pelaporan | Keterangan
Pajak sesuai aturan
1 Januari 29 Maret 2011 28 Februari Terlambat
2 Februari 25 Maret 2011 31 Maret Tidak
Terlambat
3 Maret 06 April 2011 30 April TT
4 | April 11 Mei 2011 31 Mei TT
5 | Mei 23 Juni 2011 30 Juni TT
6 | Juni 18 Juli 2011 31 Juli TT
3 ¥Juli 18 Agustus 2011 31 Agustus TT
8 Agustus 19 September 2011 | 30 September TT
9 September | 10 Oktober 2011 31 Oktober TT
10 | Oktober 15 November 2011 | 30 November TT
11 | November | 13 Desember 2011 | 31 Desember TT
12 | Desember | 19 Januari 2012 30 Januari TT

Sumber : Rumah Sakit Santa Maria
Keterangan :
TT : Tidak terlambat

c. Jumlah Terutang PPN

Tabel 11. Perbandingan Jumlah Terutang PPN Rumah Sakit Santa Maria
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Kriteria | UU Nomor 42 | Rumah Sakit | Keterangan
Tahun 2009 Santa Maria
Jumlah Jumlah PPN | Menghitung PPN | Sudah  mengacu
Terutang | terutang dihitung | terutang  dalam | pada Undang-
PPN dalam satuan | satuan Rupiah | Undang Nomor 42
Rupiah penuh | penuh dan | Tahun 2009
dibulatkan ke | dibulatkan ke
bawah bawah

Sumber : Data yang diolah
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d. Pengisian SPT Masa PPN
1. Benar
SPT Masa PPN Rumah Sakit Santa Maria Masa Pajak
Januari sampai Desember 2011 telah diisi dengan benar
apabila benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam
penerapan  ketentuan peraturan  perundang-undangan

perpajakan dan sesuai keadaan sebenarnya.

Tabel 12. Perbandingan Cara menentukan PPN Terutang Rumah Sakit
SantaMaria dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Kriteria UU Nomor 42 | Rumah Sakit Santa | Keterangan
Tahun 2009 Maria
Benar PPN Terutang | Menghitung PPN | Sudah
dalam dihitung dengan cara | Terutang dengan cara | mengacu
penghitung- | DPP x 10% mengalikan DPP | pada
an dengan Tarif 10% | Undang-
atas penyerahan obat | Undang
kepada pasien rawat | Nomor 42
jalan. Tahun
20009.
Benar - DPP  adalah | -. DPP yang | Sudah
dalam jumlah harga jual, | digunakan adalah | mengacu
penerapan | penggantian atau | harga  jual  obat | pada
ketentuan nilai lain. -. Tarif | kepada pasien rawat | Undang-
perundang- | 10% jalan Undang
undangan -. PPN  Terutang | -. Tarif 10% Nomor 42
dihitung dengan cara | -. PPN Terutang Tahun
mengalikan DPP =DPP x 10% 2009.
dengan tarif 10%
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Sesuai PPN yang disetorkan | PPN yang disetorkan | Sudah
dengan adalah selisih Pajak | dihitung dengan cara | mengacu
keadaan keluaran dengan | Pajak Keluaran — | pada
yang Pajak Masukan yang | Pajak Masukan yang | Undang-
sebenarnya | dapat dikreditkan. dapat dikreditkan | Undang
berdasarkan Nomor 42
Peraturan ~ Menteri | Tahun
Keuangan =~ Nomor | 2009.
78/PMK.03/2010

Sumber : Data yang diolah

2. Lengkap

SPT Masa PPN telah diisi dengan lengkap apabila memuat

semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan

unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan. Rumah Sakit Santa Maria mengisi SPT

secara lengkap dengan : Nama PKP, NPWP sesuai dengan

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Masa Pajak

bersangkutan, alamat dan jenis usaha, mengisi lampiran

1111 AB kemudian dipindahkan ke SPT induk.

Tabel 13. Lampiran SPT Masa PPN

No. | Lampiran SPT Masa | Rumah Sakit Keterangan
PPN Santa Maria
Lampiran [ (formulir \ Telah diisi dengan
1111 AB) lengkap

2. Lampiran II (formulir \ Telah diisi dengan
1111 A2) benar

3. Lampiran III (formulir N Telah diisi dengan
1111 B2) benar

Sumber : Rumah Sakit Santa Maria

Keterangan :
\': Telah dilaporkan oleh Rumah Sakit Santa Maria Masa Pajak
Januari — Desember 2011.
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SPT Masa PPN Rumah Sakit Santa Maria telah diisi dengan
jelas apabila melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak
dan unsur-unsur lain yang wajib dilaporkan dalam SPT

Masa PPN. Asal-usul sumber objek pajak Rumah Sakit

Santa Maria tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Objek Pajak dan Sumber Objek Pajak Rumah Sakit Santa Maria

Rawat Jalan

No. | Objek Pajak RSU | Sumber Objek Pajak | Keberadaan
Santa Maria RSU Santa Maria
1. | Penjualan Obat Pasien | Faktur Pajak Penjualan N

Sumber : Rumah Sakit Santa Maria

Keterangan :

\' : Terdapat dokumen yang berkaitan dengan sumber objek pajak.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Rumah Sakit Santa Maria
memiliki sumber objek pajak yang jelas atas pajak yang dimiliki. Sumber

objek pajak tersebut digunakan untuk melaporkan besarnya objek pajak

yang dimiliki oleh Rumah Sakit Santa Maria.

4. Ditanda tangani
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari-Desember 2011 telah

ditandatangani apabila SPT telah ditandatangani oleh
pengurus atau direksi. Rumah Sakit Santa Maria yang
bernaung dibawah Yayasan Mediatrix sebagai Wajib Pajak
(WP) SPT Masa PPN yang sudah diisi dengan benar,

lengkap dan jelas ditandatangani oleh Sr.M.Giovani, PBHK

sebagai sekretaris yayasan serta cap Yayasan Mediatrix.
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1. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan

oleh Rumah Sakit Santa Maria sudah sesuai dengan Undang-

Undang.

a.

Menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan
tarif sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 pasal 7 ayat (1).

Menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang dengan cara
mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.
Rumusnya adalah :

PPN Terutang = DPP x Tarif (10%)

Penghitungan yang dilakukan tersebut berdasarkan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 8A ayat (1) yaitu
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak

(DPP).

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan oleh

Rumah Sakit Santa Maria belum seluruhnya sesuai dengan

Undang-Undang.

a.

b.

Sarana yang digunakan untuk menyetor PPN terutang
adalah Surat Setoran Pajak (SSP).
Batas waktu penyetoran berdasarkan Undang-Undang

paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak
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berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa
disampaikan. Waktu penyetoran PPN terutang yang
dilakukan Rumah Sakit Santa Maria adalah : Masa Pajak
Januari disetorkan pada tanggal 18 Maret sehingga
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9
ayat (2a) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 %
per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Sanksi
administrasi sebesar Rp8.530., yang diperoleh dari jumlah
PPN terutang yang harus disetorkan bulan Januari
Rp426.600 x 2%. Masa Pajak Februari disetorkan pada
tanggal 25 Maret, Masa Pajak Maret disetorkan pada
tanggal 5 April, Masa Pajak April disetorkan pada tanggal 9
Mei, Masa Pajak Mei disetorkan pada tanggal 23 Juni, Masa
Pajak Juni disetorkan pada tanggal 18 Juli, Masa Pajak Juli
disetorkan pada tanggal 15 Agustus, Masa Pajak Agustus
disetorkan pada tanggal 15 September, Masa Pajak
September disetorkan pada tanggal 11 Oktober, Masa Pajak
Oktober disetorkan pada tanggal 15 November, Masa Pajak
November disetorkan pada tanggal 10 Desember dan Masa

Pajak Desember disetorkan pada tanggal 12 Januari 2012.
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Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009 pasal 15A ayat (1).

Rumah Sakit mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) menuliskan
PPN terutang dalam satuan Rupiah dan mencantumkan nama
Wajib Pajak dengan jelas, NPWP, alamat, jenis Pajak yang
dibayar, Masa Pajak yang bersangkutan dan ditandatangani.
Masa Pajak Juli tidak diberi tanda silang pada kolom Masa

Pajak yang dibayar.

3. Pelaporan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria belum

seluruhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

a.

Sarana yang digunakan oleh Rumah Sakit Santa Maria
untuk melaporkan PPN adalah Surat Pemberitahuan Masa
(SPT) Masa PPN, hal ini sesuai dengan Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.

Batas waktu pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang
adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak. SPT Masa PPN Rumah Sakit
Santa Maria bulan Januari disampaikan pada tanggal 29
Maret 2011. Rumah Sakit menyampaikan SPT Masa PPN
setelah jatuh tempo sehingga dikenakan sanksi administrasi
berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
berupa denda sebesar Rp500.000., SPT Masa PPN bulan

Februari disampaikan pada tanggal 25 Maret 2011, SPT
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Masa PPN bulan Maret disampaikan pada tanggal 6 April
2011, SPT Masa PPN bulan April disampaikan pada tanggal
11 Mei 2011, SPT Masa PPN bulan Mei disampaikan pada
tanggal 23 Juni 2011, SPT Masa PPN bulan Juni
disampaikan pada tanggal 18 Juli 2011, SPT Masa PPN
bulan Juli disampaikan pada tanggal 18 Agustus 2011, SPT
Masa PPN bulan Agustus disampaikan pada tanggal 19
September 2011, SPT Masa PPN bulan September
disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2011, SPT Masa PPN
bulan Oktober disampaikan pada tanggal 15 November
2011, SPT Masa PPN bulan November disampaikan pada
tanggal 13 Desember 2011, dan SPT Masa PPN bulan
Desember disampaikan pada tanggal 19 Januari 2012. Hal
ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
pasal 15A ayat (2).

c. Rumah Sakit Santa Maria melaporkan jumlah PPN terutang
dalam satuan rupiah penuh dibulatkan ke bawah. Hal ini
sesuai dengan petunjuk pengisian SPT Masa PPN yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga hasil
penghitungan PPN terutang yang dilakukan oleh Rumah
Sakit Santa Maria dengan penghitungan yang dilakukan

oleh penulis sama.
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d. SPT Masa PPN yang sudah diisi dengan benar, lengkap dan
jelas ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dengan
mencantumkan nama jelas disertai cap Yayasan Mediatrix,

hal ini mengacu kepada undang-undang yang berlaku.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka

dapat disimpulkan bahwa penghitungan Pajak Pertambahan Nilai secara

keseluruhan telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

tentang PPN dan PPnBM. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh

Rumah Sakit Santa Maria adalah harga jual. Penghitungan PPN terutang

dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan

tarif (10%).

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang dilakukan

oleh Rumah Sakit Santa Maria dengan menggunakan sarana Surat Setoran

Pajak (SSP) yang telah ditanda tangani. Waktu penyetoran PPN terutang

Masa Pajak Januari 2011 belum sesuai dengan Undang-Undang. Hal ini

disebabkan Rumah Sakit terlambat menyetorkan PPN terutang yang

disetorkan pada tanggal 18 Maret 2011. Keterlambatan tersebut

menyebabkan Rumah Sakit Santa Maria dikenakan sanksi administrasi

berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat (2a)

berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo

pembayaran yaitu tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal pembayaran

18 Maret 2011.

80
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Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2011 telah sesuai dengan
batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 pasal 15A ayat (1). Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
Masa Pajak Juli 2011 belum sesuai dengan Undang-Undang. Hal ini
disebabkan Rumah Sakit tidak memberi tanda silang pada kolom Masa
Pajak yang disetor atau dibayar.

Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan oleh Rumah Sakit Santa Maria
dengan menggunakan sarana Surat Pemberitahuan (SPT Masa) PPN yang
sudah diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani. Waktu
pelaporan PPN terutang untuk Masa Pajak Januari belum sesuai dengan
Undang-Undang. Hal ini disebabkan Rumah Sakit Santa Maria terlambat
melaporkan atau menyampaikan SPT Masa PPN sehingga dikenakan sanksi
administri berupa denda sebesar Rp500.000., berdasarkan Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat (1). Masa Pajak Februari sampai
dengan Desember 2011, sudah sesuai dengan batas waktu yang telah
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15A

ayat (2).

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam faktur pajak tanda
tangan dan cap Rumah Sakit tidak bisa dicantumkan dalam skripsi ini
karena penulis menyalin sendiri dari Faktur Pajak Rumah Sakit. Data Faktur

pajak keluaran yang diperoleh hanya Faktur Pajak bulan Oktober -
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Desember 2011, maka terbatas pula dalam penghitungan ulang PPN

terutang.

C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian penulis memberi saran :

1.  Bagi Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil evaluasi Penyetoran dan Pelaporan terdapat sanksi

administrasi yang harus dibayar oleh Rumah Sakit maka penulis

mengajukan saran yang diharapkan dapat memperbaiki dan memenubhi

kewajiban perpajakan yang lebih baik. Saran yang diajukan adalah

memperhatikan jatuh tempo pembayaran PPN terutang dan pelaporan SPT

Masa PPN sehingga tidak dikenakan sanksi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengisian Surat Setoran Pajak

(SSP) maka penulis mengajukan saran agar memberi tanda silang pada

kolom Masa Pajak sesuai dengan Masa Pajak yang disetor meskipun Nihil.

2.  Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap

sehingga hasil penelitian lebih akurat.
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Lampiran_1: Faktur Pajak Penjualan Obat Rumah Sakit Santa Maria penghitungan ulang oleh
penulis
FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00004855

Pengusaha Kena Pajak

Nama YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA

MARIA PEMALANG

Alamat JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG

NPWP 01.247.021.7.502.000

Tanggal Pengukuhan PKP 22 JUNI 2000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama KUMYATI, NY

Alamat KEMUNING 10/02

NPWP - NPPKP :

No. Urut/ Nama Barang Kena Pajak/Jasa Harga Jual/Penggantian/
Kode Kena Pajak Uang Muka/Termin (Rp)
FAR014108 | ESCOVIT 114.545
FAR010614 | REGIT TABLET 54.545
FAR015413 | RIFASTAR 129.545
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin 298.636

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak 298.636
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 29.864

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif
(%)

DPP (Rp) PPn BM (Rp)

Jumlah

Pemalang, 07 Oktober 2011

Dr. WIDODO
YULIANTO,M.Kes

Direktur

Gambar 6 : Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria Pemalang tanggal 7 Oktober

2011

Sumber: Rumah Sakit Santa Maria
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Lampiran_1: Faktur Pajak Penjualan Obat Rumah Sakit Santa Maria penghitungan ulang oleh
penulis
FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.000.11.00005380

Pengusaha Kena Pajak

Nama YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA

MARIA PEMALANG

Alamat : JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG

NPWP : 01.247.021.7.502.000

Tanggal Pengukuhan PKP : 22 JUNI 2000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena

Pajak

Nama . ERYATI, NY

Alamat : PESAPEN 01/01 SARADAN

NPWP Do NPPKP :

No.Urut/ | Nama Barang Kena Harga Jual/Penggantian/
Kode Pajak/Jasa Kena Pajak Uang Muka/Termin (Rp)
FAR016003 | Biosanbe 10.000
FAR014316 | CLANEKSI 500 MG 178.636
FAR014205 | FLAVIN 23.636
FAR015103 | Metronidazol 500 mg 3.188
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin 215.460

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak 215.460
PPN = 10% x Dasar Pengenaan 21 546

Pajak

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Dr. WIDODO
YULIANTO,M.Kes

Direktur

Jumlah

Tarif (%) DPP (Rp) PPn BM (Rp) Pemalang, 02 November 2011

Gambar 7: Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria tanggal 02 November 2011
Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang
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Lampiran_1: Faktur Pajak Penjualan Obat Rumah Sakit Santa Maria penghitungan ulang oleh
penulis

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00005970

Pengusaha Kena Pajak

YAYASAN MEDIATRIX (RSU SANTA

Nama MARIA PEMALANG
Alamat JL. PEMUDA NO.24 PEMALANG
NPWP 01.247.021.7.502.000

Tanggal Pengukuhan PKP 22 JUNI 2000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena

Pajak

Nama SULISTYOWATI, AN
Alamat PEGONGSORAN 03/02
NPWP Do NPPKP :

No.Urut/ Nama Barang Kena Pajak/Jasa Harga Jual/Penggantian/
Kode Kena Pajak Uang Muka/Termin (Rp)
FAR011802 | Bisolvon 8 mg 8.182
FAR070202 | COMBIVENT NEBULIZER 12.364
FARO013205 | Lameson 4 mg 18.000
FAR011913 | Lasal 4 mg 4.091
FAR011906 | Lasmalin 6.545
FAR070203 | PULMICORT 72.500
FAR013211 | TIRIZ 10 MG 20.455
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*) 142.136

Dikurangi Potongan Harga
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
Dasar Pengenaan Pajak 142.136
PP_N = 10% x Dasar Pengenaan 14214
Pajak

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tarif (%) DPP (Rp) PPn BM (Rp) Pemalang, 01 Desember 2011
Jumlah Dr. WIDODO

YULIANTO,M.Kes
Direktur

Gambar 8: Faktur Pajak Rumah Sakit Santa Maria tanggal 01 Desember 2011
Sumber : Rumah Sakit Santa Maria Pemalang
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Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ForMULR 4111
(SPT MASA PPN)
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Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ForMuLIR 1441
. (SPT MASA PPN)
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S B. PPN disetor diruka dafom Masa Pajak yang sama . 2

5 g C. Pejok Masukan yang-dspat dipértiungken @ . 3.207.746

£ g D.PPN karang stau (i) bayar (LA - 18 - 11) R, 629,571

E' E_ PPH kurang st (lsbih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.

3 E F. PPN kurang atsu (lebih) bayar karena pembstulsn {ILD - ILE) R,

% G.PPNbureng bayar dhnesianggal _ 2603 . 2011 NTeN: 1302150310060701

©3 | H.PPNIcbin bayarpeda: ®

En 1.1 ] ut 1.D (il dolam hal SPT bukan Pembetuian) 12 ]Bulelid  otay [] ButiiF (ot dslam bat SPT Pambetuian)

§E Oleh 121 [] PP Pasel .ayst () PPN &_ ooy 22 ] Selein PKP Pasa eyt (46) PP

i dmiinuntok <34 | Oikompansasikan ke basa Pajakc e (] onompenseskanketiasapujer -

3 32 [_] omembatkan (Restrusi) e

E Khusus Restilus] untuk PKP :

2 g Emmm diskiandergen: [ |ProsedurBiass sty || Pengombalian Pendahuiuan

§ wou [ [Pasal 170KUP diakukon dongan: | |Proseduriass  siau | | Pengambalion Pendahuan

a(au [_|Pasal 9 ayal (4¢) PPN dilakukan dongen Pengembalion Pendahulian
Iit. PEN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

i \A. Jumish Daser Penganaen Pejek ;  Rp.

S8 | BPPN T i Rp. /)

E C. Dilunasi Tanggal : - - (dmmpyyy)  NTPN:

¢ 2 [ IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKS!

A. PPN yang wajb dibayar kemball : Rp. g

E B, Dilunasi Tanggal g o aemnyyy)  NTPN:

= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

L] A PPBM yang harus dipungut sendid D re. 0

53 B. PPrEM dsetor ks dolam Masa Pejsk yarg tams R, 9

C.PPNEM kurang aau (lebih) bayar (VA- VE) Rp, L]

E‘i D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetitken Rp,

. PPRBM hurang atau (Jebih) beyar ksreria pembetutan (V.C - V.0) Rp,
E F. PPnBM kurang bayar diunas tsnggel - B (dommypy)  NTPN:
-E = | W KeLENaKaPAN sPT
S5 [X]Formaicittan  [X) Formute 111 A2 [X] Formaik 1111 82 [X]sspPeN_2__ fembar [ sust Kunsa rwsus
(] Foimar mitar [ Fomuir 11181 [ Formscttinms [ sopgos torbr [ | " lombar
F - 03 . 2011 {dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : VOROTTING.
DENGAN MENYADAR| SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA Axmmaxﬂmsm APA YANG TELAH SAYA | 3o, |
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. D"""‘ 5 ETARIS YAYASAN

F.1.2,32,04




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

Bucslsh iedsbin dahwiu Bukis Peirjuk Pengisian SPT Masi PPN, Bett taridn X unD yoog vesull
NaMAPKR  (YAYASAN MEDIATRIX NPWP ¢ 01.247.021.7

ALAMAT wJL. PEMUDA 24 PEMALANG MASA T 3 dd 3 - 2011 Ty 1

TEEPON 10284321251 He K123 pemwmnke 0 (  NOL ) [ wajib prnem

I. PENYERAMAN BARANG DAN JASA DRP PPN
A Terutang PPN; .

Bt . E. :
2. Petiyerahan yang PPNniya hatus dipungist séndic [Dre. 52.607.995 5.260.808
3. Panyershan yang PPNnys dipungut olets Pemungul PPN [ 2.) R, 0 0
4. P4nyershan yang PPN-nya tidak dipungut [Ere. 0 0
8. Panrershan yang dibebestan dafl pengerisen PPN [4)Rp,, 0 0
Jumilah (A # LA2 ¢ LAS + LAA +1A5) Rb.. 52.607.995 5.260.808
B. Tidak Teruting PPN : R, 856.029.965
[+ Sefuruh mh.;w . 908.637.960
Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEEIH BAYAR
A. Pajak Kekuaran yang harus Bpungud sadi (dunieh PPN pada 1A2) - Do, 5.260.808
kmqltm timuka deliam Masa Pajak yang sama ; | . 0
C. Pajok Masukan yang depit diparhitinghsn e 4.339.408
D.PPN kuranig atsu (lbih) bayar (LA~ 1L - 111C) -, 921.400
E. PPN kurang stau (lsblh) beyer pada SPT yang dibetubken “Rp.
F. PPN kurang stau (1sbih) bayar karena perbetulsn 1 - ILE) . Rpy

G.PPNkureng bayer dhunasitanggl %8 . 04 . 2011 (gqinn NTPN +090907020815051 1
H. PPN lebih bayar pada 1

1.1'Duunmmmmmmm1 qun.b slay [:] ButirILF  (Dfts] dafam hal SPT Pembetutan)
Oleh 124 Dmmawmm sy 22 [T] Soli PP Pasit S ayat (4b) PPN

iminta untuk mwmnn-m W Okamponsesken ke asa Prjh ____
u tmmwl

MWWH@: '

Pasal 17C KUP!. diskukan defgans: mm alsy Pengomballan Pendahuluan
ooy | | Pasal 17D KUP - llakikan déngarn :- slay Pengembalian Pendatuluan
mDm-nmmmm_wmmwﬁ

1. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
« A Jumish Daser Pengeneen Pajek : Rp. v
B. PPN Torulang i [Rp. 0
cmw = SN Ty S SR ") NTPN &
upmmmmmmm:mmmmmum
A.PPN yang wafib dibayar kemball : Rp. _
- B, Diutes Tanggal - _ ennyy)  NTPN:
A PPrBM yong hervs dipungut senidt : [ -re.
B. PPraM disslor dimukn deloi Masé Pajek yarig sariié . Rp, :
C.PPIBM kurang stau flsih) bayar (VA - V) RAL ’

o

Rb.

FoRMULIR 1111

w1

#2883

0. PPrM kurang alau (isbih) bayar pada SPT yang dibeludkan

EL PPraM kurang sty (Jeblh) bayar kérena pembstulan (V.C - V.J ;
F. PPnBM kumng beyar diunas!tanggal A dmmyy)  NTPN:,
VI KELENGKAPAN SPT

B romaesmian  [X]romutitiaz [XJromsrtitine [X]ssofin,_a donbié [ | Sural Kuash Kiwius
Dﬁmnmm [Jromir 11181 [ Jrommactities [ |sagd

-4

MW&MWWWMMWMMW&MWNM

mwﬁmmswmwmum 1983 sebagaimana telah beberapa kall diubah lerakhir dengan UL Nomor 16 Tahun 2009, apabia SPT Masa yang Saudara Sampaikan

201 feemmyyyy)
PERNYATAAN, :
DENGAN MENYADAR| SEPENUHNYA AKAN aeammm :
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA XJexe AW
BERITAHUKAN Bl ATAS BESERTA: LAMPIRAN-LAMPIRANNYA & Naimia:
ADALAH BENAR, LENGKAP, .Eus DAN TIDAK . BERSYARAT.

E43 0



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

@

FORMULR 1111

PERNYATAAN : ;

DENGAN MENYADAR] BEPENUHNYA AKAN BEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
| BERITAHUKAN O ATAS BESERTA L A
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

(SPT MASA PPN)
KEMENTERIAN KEUANGAN Ri o
JENOERAL PAJAK Bacaish tesbih dahustu Bukis Passnjuk Pengisien SPT Mask PPN, Bec tande X dhlen || yeng sesoul mm’l = | |
NawAPKe  YAYASAN MEDIATRIX — 01.247.021.7 - 502 000
AMAT  :JL. PEMUDA 24 PEMALANG WASAY 4 &8 4 - 2011 modaui 1 aa 1
TELEPON  :0284-321251 WP aur12 Pewenanke: 0 (  NOL ) [T] wajib PPnBM
B I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA — —_npp B - PPN
A. Tonstang PPN; 0
1. Eespor . R,
g 2 m”mmwm Dh\ 54.316.781 R, 5.431.682
3, Penysratien yang PPH-nye dgungt cieh Pemungut PPN [2,)P, 2 re, J
g 4. Penyershan yang PP-nya ok dipungut DY 0 r, :
6. Panyershan yang dibbeskan dw pengerasn PPN [ )R, 0 R g
i m!ui*m‘h\;l‘l&‘*l&ﬂ Rp. 54.316.781 Rp. 5.431.682
§ B. Tidok Tarulang PPN Ro. 0
& c ”_Hlm Poryraben (A+18) - 54.316.781
g Il. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYARILEBH BAYAR
g A Pajak Keluaran yang harus dipungut seadid (Jumish PPN pada A 2) Dre. 5.431.682
Al B. PPN diselor dimuka delam Masa Pajak yang sama . Rp. ¢
Eg C. Pajok Masuken yang dapat diperhitungken @m 4.593.847
sg DL i oo Do) iy (LA B 1.) s 837.835
E E: PPN kurang oty () beyar pada SPT yang dibetokan .
3? F. PPN kurang ata (1ebih) bayar karena penibetulan (11D - ILE) Rp,
E C.PPN kuangbayer Gheoniarggel 11 .05 2011 NTPN 10615030507020614
"g H.PPN leblh bayar peda : L
i 1.1 ] Bt 1.0 (it dalem hal SPT bukan Pembelutan) 12[ Jouteno atav [ outenr - i dotam hal S5 Pembetutan)
g‘r‘ Oleh 121 [:]m?mnmmﬁu- sty 22 [___] Selain PKP Pasél 6 ayst (4b) PPN
i dimioieurtuk  :34 || Dikompensasien ke Mesa Pajak . (] omompensssicaniebrase Pajsk .
lg 32 [:l Dikerbetian (R 2 ) (mmeyyyy)
Khusus Restlus! untuk PKP :
; Pasal 17CKUP. diakukandangan: | |ProsedirBissa sty [ pengembatan Pendahuiuen
fi oau| |Pasal f7OKUP diakuksn deran: | |ProssdurBléss atau [ | Pengembslon Pendatuben
5 atau [ ] Pasal 9 ayet(4c) PPN dakukan dongen Pengenbetien Pendaholien
g Iil. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
. A Jumish Daser Pengensen Pejsk :  Rp.
g B. PPN Terulang i Rp. 0
EE GW £ G B {doemyyyy) NTPNZ
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAG! PKP GAGAL BERPRODUKS!
3 A PPN yang wafls dbayar kembol :  Rp. 2
é B, Dunasi Tanggal : - wemmy)  NTPN:. o -
£ [V PAIAK PENSUALAN 4TS BAANS mev o
| g A PP yong harus dipungut send D . 0
33 B. PPriaM Gsolor dirukn delart Masé Pajok yang sama Rp. z
C.PPOBM kurang alau (i) bayar (VA -V} R
ii D. PPrBM kurang atau (lsblh) bayar pada SET yaing dibetulkan Rp,
E. PPnBM kurang atau (lebi) baysr kareria pembotutan (V.G - V.0 R,
g- F. PPABM kurang bayar diumas! tanggal i Wammyyy)  NTPN:
g VL. KELENGKAPAN SPT
}5 (] Forma 11148 [X] Formte 111 A2 [X] Pommete 11182 [X] 859 PRI - o (] surat Kussa Kt
[ Jfommarsttiar ] Fomrtttt81 [ Fonmotetttt 83 1 @?ﬁw 0 ; tembar
tod Pafmalh A {dd-mn )

Fi23204




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR 11 1 1
(SPT MASA PPN) o
umx T mnlmnmaﬂnmmw*nwumm.mmxmm yang sesvs! ‘m"'"m":'.‘?'l [
wamrks  YAYASAN MEDIATRIX - 01.247.021.7 - 502 _ 000
avsar  :JL. PEMUDA 24 PEMALANG waa: 5 ag 5 - 2011 0 wmeau: 1 ea 1
TEwePon  :0284-321251 WP Ku:123 pebenmnre: 0 ( NOL ) D Wajib PPnBM
il I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA e PPN
A. Teruteng PPN: %
1. Ekapar " @H'P- :
g 2 Wmmmmmwm @m 57.079.013 . 5.707.805
] s.w-nr-mmmwmhwwn 2 re. 0 R 9
g 4. Fanyorahen yong PPH-nya ek dpongut B 0w, 8
5. Fanyershan yeng ti dsft pangunsan PPN [4)Rp.. 0 ra 0
E Junliah (LA + LA2 4 LA3 + LA +LAS) R, 57.079.013 Rp. 5.707.805
! BTo ToungPPN o 840.784.461
& c;mmmmuim; fe. 897.863.474
% Il PENBHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
g , | APaisk Kekuran yaog Nerus dipungut sendid (humieh PPN pada 1A2) Dre. 3707505
il B.PPW divetor dimuka defam Mase Pajsk yang sema . #p. 2
gg . Pajbk Masuken yang depet dipertiinghen DY 4.027.915
S D.PPN kurong atau (letih) bayer (ILA - L - 1.C) Ro. 1.679.890
Ei E- PPN kurang st (lsbh) beyar pada SPT yang ibeskan Rp.
3? F. PPN kurang atau (isbih) baysr karena pembetulan (11D - ILE) Rp.
% P i g _ 20 . 08 . 2ot [ NTPN :0410150315021309
_g H.PPN lebih bayar pada :
gt 1.1 ] Butk .0 (Diss datam hal SPT bukan Pembetuan) 12[_Joueno  atsu [[] ottt (i dalam hal SPT Pembetan)
g"’ Oleh 124 [ PKP Passl b ayat (4b) PPN b 22 |:| Salsin PKP Pasal 8 ayat (4b) PPN
_i dimntauntuk  :310 [_] Dikompensaskan ke Msea Pajak bel [ Dtkompensaskan ke Masa Pajak .
Eg 32 [_] oambalian (Restusi (mevyyyy)
g Khusus Resitust untuk PKP ;
e Pasal {7CKUP  dlakukan dengan: [ |Prosedur Biess  sisu || Pengomsian Pendahuiuen
3 otou [ |Passl 17DKUP iakkan dangan: | |Prosedurdiesa st ] Penpembeden Pendafuiuen
é stau || Pasal 9 8yat (4c) PPN dRakukan dengan Pengembakion Pendahuben
g IN. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
| * A Jumigh Daser Pengensan Pajek :  Rp.
I g B. PPN Terutang i Rp. 0
’ §§ C. Diunesi Tengge) : I Fhs _ (@mmpy)  NTPN:
%= | V. PEMBAYARAN KEMBAL{ PAJAK MASUKAN BAG! PKP GAGAL BERPRODUKS!
5? A PPN yang waib dibayar kembell : Rp. =
3% B. Dilunasi Tanggal : = {sdomayy)  NTPN:
E & [V PAIAK PENJUALAN ATAS BARANG MEVn o
EE A. PPriBM yang harus dipungut sendii [ re.
zg B. PPBM disetor deruia dslemn Mase Pajok yang sama Rp,
4 C.PPnBM kurang atau (iebih) baywr (VA - V.B) Rp..
ig . PPrM kurang atau (bin) bayar poda SPT yang dibetuban o
E. PPnBM kurang slsu (lebih) Bayar kefena pembetuian (V. - V.0) Rp.
--%g F. PPnBM kurang bayar ddunas! tanggal . - d-mmeyyyy) NTPN:
g VI. KELENGKAPAN SPT ]
33 Formule 1118 [X] Formur 111142 [ X Fommalk 111 B2
Fommir 111A1 [ Formuir 111181 [ Formolie 1111 80 ; lembar
- 2011 (dcmmyyyy)
PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA [
BERITAHUKAN -DI ATAS BESERTA LAMPIRANLAMPIRANNYA
ADALAH BENAR. LENGKAP. JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. [ Joses

FA232.04




KEMENTER!
DIREXTORAT

KEUANGAN RI
AL PAJAK

)
(SPT MASA PPN)

Bacalah terlebil dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Mass PPN, Barl tanda X dalam D yang sasual

ForMULR 1111
SRS T

Dilsl oleh Petuges

e

nawaPke  :YAYASAN MEDIATRIX

NPWP § 01.247.021.7 - 502 000
ALAMAT :JL. PEMUDA 24 PEMALANG Masa: 6 sd 6 - 2011 gy TR 1 sd 1
TELEPON  :0284-321251 HP : wu:123 Pembetlenke: 0 (- NOL ) D Wajib PPnBM

1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA - PPN
A. Terutang PPN: 0
5 1. Ekspor . Rp.
% A R . 5 [T 47293872 4.730.406
L2l ? Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [E) Rp. 0 Rp. o
§ . Panysrahan yang PPN-nya tidek dipungut @ Rp. o Rp.. ¢
“g I Peny — darl p PPN [®re. 0 Ry, 9
= Jumiah (A1 + 1A+ LA+ LAA + LAS) Rp. AT20.872 o 4:/30406
é B. deak Terutang PPN Re. 773.633.905
% c. .Irunlah Seluruh Penysrahan (LA + 1.8) Rp. 820.927.777
g n Prsmum PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
; | A Polak Keluaran yang harus dipungut sendir (Jumish PPN pada 1A2) [ re. 4.730.406
%5 B. PPN diselor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. g
E% . Pajak Masukar yang dapal diperhitungken ) re. 4.643.150
$% | D-PPN kurang atau (ebih) bayar (1A~ 1.8 - 11.C) Rp. 87.256
5 B | . PPN kurang ateu (lebih) bayar pada SPT yang dibetuken Rp.
% Zﬁ F. PPN kurang atau (lebl) baya karena pembetulan (ILD - ILE) Rp.
gﬁ G.PPN kureng bayar diunesitanggal _ 18 o7 B st NTPN ;0510 0204 1515 0612
L H. PPN lebih bayar pada : -
§ § 11 D Butir 1L.D (Difsl dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 D BulrllD  alau D Bulir ILF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
g % Olen :2.1 ] PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN o @y sy 22 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayal (46) PPN
SE diminta untwk 234 [_] Dikompensaskan ke Masa Pajak & Y ateu [] oiompensasikan ke Masa Pajak ______ -
%é 32 Dhﬂumwmn (Reslitusi) e v
2 Khusus Restlusi uniuk PKP :
L ° [ Jpesat17cKuP diskukan dengan: ] ProsedurBiasa ateu || Pengembalian Pendahuluan
5> atau [ |Pasal7DKUP diakukan dengan: | |ProsedurBiasa elau | | Pengembalian Pendahuluan
; é atau || Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengen Pengembalian Pendahuluan
g 8 | Il PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
,,,'5 . A Jumish Dasar Pengensan Pajak : Rp. o
% = | B.PPN Terutang Rp. o
5 E C. Dilunasi Tanggal . {@dmmyyy)  NTPN:
© £ | V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E'g A.PPN yang wajb dibayar kembali : Rp. g
= 3 B. Dilunasi Tanggal : - - (ddmmyyyy) - NTPN:
@E V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
'%5 A. PPRBM yang harus dipungut sendii M . B
F& | B PPoBM dseior dmuka dalam Masa Pajsk yang sama Rp. 4
€2 | ¢ PPnBM kurang atau (etih) bayar (VA-V.5) Rp. 0
2 % D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetutkan Rp.
g % E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp.
- E-E F. PPnBM kurang bayar dlunasi langgal = 3 @mmyyy)  NTPN:
% §§ VI. KELENGKAPAN SPT
£32 | [XJromurnnas  [X]Fomuirtttiaz  [X]Fomuir 11182 [X]sspepN jombar [ Sural Kuasa Khusus
[ JFormuic t111a1 [ Formuir 111181 [ | Fommutr 111183 [ ]ssP Py /_@o{ ] g lembar
& r( y 18 . 07 . 2011 g
PERNYATAAN : T F
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
S MR B B, T | 10 s\ S o,
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. [ rusea Jabatan "\ -"\& : R\éﬂ;\ms YAYASAN
cmpoméha{{f? \'E 7

F.1.2.32.04




(SPT MASA PPN)

IAN KEUANGAN RI
DIREXTORAT JENDERAL PAJAX

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Bacaiah terfebih dehufu Bukyu Petunjuk Pengisian SPT Mesa PPN. Berl tanda X dalam D yang sesual

(Termamuk Lam,

FORMULR 1111
Jumish Lembar SPT:

= -

Dital oleh Petugas

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

namarke  YAYASAN MEDIATRIX NPWP : 01.247.021.7 - 502 000
ammar L. PEMUDA 24 PEMALANG Masa: 7 sd 7 - 2011 mesw: 1 sd 1
TELEPON  :0284-321251 HP K :123 Pombetulnke: 0 T ( NOL ) D Wajib PPnBM
1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN: 0
S 1. Ekspor . @Rp
-‘E: & it i Bt iechossa kmaet b . 49.420.538 4.942,072
‘;’; |' 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @Rn- £ Rp. D
8 | 4. Penyeraen yang PPN-nya tdek dipungut Ere. 0 g, 0
3 | 5. Pany yang dib darl pang PPN Rp. 0 Rp. 9
§ ! Jumiah (LAY + LA2+1L.A3+ LA4 + LAS) Rp. 49.420.538 Rp. 4.942.072
A g . Tidak Terutang PPN . Ro. 707.134.013
% Jumish Sefuruh Penyarahan (LA +1.8) Rp. 756.554.551
g [ PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
o | A PajakKeluaran yang harus dipungut sendir (Jumiah PPN pada LA.2) [Dre. 4.942.072
% %_ 43 PPN disetor dimuka delam Masa Pajak yang sama Rp. 0
EE _b-mwmwmwmm B 5.135.785
S = | D-PPNiurang stou febih) bayar (A~ 118-11.C) Rp. §a713)
SZ | £ PPN kurang etau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.
§ @ F. PPN kurang atau (1ebih) bayar karena pembetulan (ILD - ILE) Rp.
E‘% G.PPN kurang bayar dilunesi tanggal 5 (dd-mm-yyyy) NTPN ; E
B H.PPN lebih bayar pada :
% @ 1.1 Ejm ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 D Bur LD  atau D Bulir (L (Dilsl dalam hal SPT Pembetufan)
%% Oleh 124 Eljmpaweaym(mpm < 22 [:] Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
E E dimina unluk ;3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak be D Dikompensasikan ke MasaPajsk _____ -
3: ! 32 [ | Dikerabsfikan (Restitusi) e
58 Khysus Restitusi untuk PKP :
& g D Pasal 17C KUP  dilakukan dengan : D Prosedur Biasa  alau D Pengembalian Pendahuluan
£ stau [ |Pasal 170 KUP  dilakukan dengan : [ JProsedusiasa  atas [ ] Pengembalian Pencahuivan
i atau [:l Pasal 8 ayal (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
g 3 | . PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI :
b A. Jumiah Dasar Pengenaan Pajak : Rp.
% ‘ | B.PPNTentang Rp. 0
§ C. Dilunasi Tanggal - . démmyyyy)  NTPN:
“E’;S IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRgDUKSI
£§ A.PPN yang wafib dibayar kembai :  Rp.
‘g"w‘ B. Dilunasi Tanggal . - = (dd-mm-yyyy) NTPN @
& E | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
% | A.PPnBM yang harus dipungut sendii [ re. .
2 x B. PPEM disefor dimuka delam Masa Pajek yang sama Rp. 0
a g . PPnBM kurang alau (Jebih) bayar (VA-V.B) Rp. 0
é = D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibelutkan Rp.
g g E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena psmbetulan (V.C - V.D) Rp.
=§§ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal emmyyy)  NTPN:
235 | VI. KELENGKAPAN SPT
E‘%E [X]Formuic 111148 [X] Formuii 111142 [X] Fomnuiic 111182 [ ] ssP femi
[fromueiar ] Fomuie 111181 [ Formuirt1m1ss [ , lembar
= 2011 (de-mmepyy)

F.1.2.32.04



PLAGIAT I\/IERUPAKAN TIINDAKAN_ TIDAK TERPUJI

Surat Pemberltahuan Masa Pajak Pertambahan Nllai FORMULIR 1 1 1 1
(SPT MASA PPN)
Jumish Lembar SPT:
Bacalsh terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Bari tanda X dalam D yong sesual | (fnmess Lameie) | | |
namaPKkP  :YAYASAN MEDIATRIX NPWP : 01.247.021.7 - 502 . 000
AuMAT  :JL PEMUDA 24 PEMALANG wsA: 8 24 B - 2011 mmews: 1 e 1
TeLEPON  :0284-321251 WP : Kw:123 Pembewmnke: 0  (  NOL [ wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN: 0
§ 1. Ekspor y: Rp.
g ; 872,
g 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [Dre, WIS, o q8redie
62 13. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [2 ) Ro. O gy, g
8 |4, Penysrahan yang PPN-nya tidsk dipungut [3)re. 0 ro. 0
‘E {5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN [#)re. O gp. .
i Jumiah (A1 + LAZ + LA3 + LA4 + LAS) Rp. 48.724.573 Rp. 4872422
2 B.Tidak Terutang PPN~ +* Rp. 762.636.189
B c.imm Seluruh Penyerahan (1A + 1.8) Ro. 831.360.762
% II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
8 ; 4.872.422
g .| Alpajak Keluaran yang harus dipungut sendir (Jumiah PPN pada 1.A2) [Dre.
:% B.PPN diselor dimuka dalam Masa Pajak yang sama " Rp. 0
5 § | C.Poiek Masukan yang capat diperitunglan [E)re. Rt
‘E 2 | O.PPN kurang atau bih) bayar (1A- 18- 1.C) Ro. 1497.201
S% | E PPN kurang atau (iebin) beyar pada SPT yang dibetulkan Rp.
% E F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (ILD - ILE) ‘ Rp.
8% | PPN kurang bayer unasitanggal _ 19 . 09 . 2011 C— NTPN ;1115 1003 0204 1415
%5 H. PPN lebih bayar pada :
§ 1.4 [_]Bulr LD (Diisi delam hal SPT bukan Pembetuian) 1.2 [([Jeutrno  atay [ Butrir  (Disi dalam hal SPT Pembetulan)
g% Oleh :21 ] PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 22 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
B E dimintauntuk ;3.1 Dﬂwenmﬂkm ke Masa Pajak berikulnya atau D Dikompensasikan ke Masa Pajak - )
MM
§.§ 32 D Dikembafikan (Restitusi) oy
§ Khusus Restitusi untuk PKP :
g [ Jpasai 17c kuP diakukan dengan : [ JProsedurBissa  atau [ Pengembalian Pendahuuan

atau [ ] Pasal {7DKUP dilakukan dengan : [ JerosedurBiasa  atau (] pengembatian Pendahuiuan
atau DPmI 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
il PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajsk : Rp. ¢
B. PPN Terutang : Rp. ’ -
C. Dilunasi Tanggal 3 - - (dd-mm-yyyy) NTPN :
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp.
B. Dilunasl Tanggal . - - {dd-mm-yyyy) NTPN :
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A.PP1BM yang harus dipungut sendii [® re. 9
B. PPnBM diselor dimuka delam Masa Pajak yang sama Rp. 9
C.PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VA - V.8) Rp. g
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan ' Ro.
E. PPnBM kurang atau (jebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.0) Rp.,
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal - - (de-mmeyyyy) NTPN :
V1. KELENGKAPAN SPT

(%] Formuiic 1111 A8 [X] Formuii 111142 [X] Fomuir 1111 B2 [X]sse g tembar [ swrat Kuasa Knusus
[ Jromuie ttt1a1 [ Fomue 111181 [ Formuir 111 B3 (s '?"6“.-." ] : lembar

dan/atau dok

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayal (7) UU Nour!or 6 Tahun 1983 sebagaimana telah bebera

lidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri §

Perhatian :

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.




SAYA

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,

BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. D:

Surat Pembentah uan Masa Pajak Pertam bahan Nllal
FORMULIR
(SPT MASA PPN)
Jumish Lembar SPT:
K::mm m:!m "| Bacalah terebih dshuiu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Berl tands X dalsm D yang sssual D et
NAMA PKP _:YAYA_SAN MEDIATRIX NPWP : 01.247.021.7 - 502 : 000
awar  1JL. PEMUDA 24 PEMALANG masa: 9 sd 9 - 2011 oot 1 ad 1
(mm-mm-yyyy)
TeLePON  :0284-321251 [ K123 pemoumaxe: 0 (* NOL ) [ ] wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN: 0
= 1. Ekspor - E) Rp.
é 2. Penyerahan yang PPN-nya herus dipungut sendir [Dre. QRIS s
] 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [2 ) Rop. O gy, g
§ 4, i:!gwenhm yang PPN-nya tidak dipungul @Rﬂ. 0 Rp. 0
g’ : yang k dari peng PPN [DRQ a Rp.. 0
£ JwLIoh (LA1+1A2+1LA3 +1A4+LAS5) Rp., 83.822.145 83122
. 5 B. Tidhk Terutang PPN - Rp. 838.132.155
| =2 .
| % ¢ Ju+hh Seluruh Penyerahan (1A + 1B) Re. 901.954.300
]
I] g 1. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
i % .| A Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlsh PPN pada 1.A.2) D re. 6.383.122
S S| 5 ppidiselor dimuke dalam Masa Pejakyang sama ' Rp. 0
g : 7.242.151
g E C.Pajak Masukan ydng dapat diperhitungkan [5) re. AL
T2 | O.PPNkurangatau (ebih) bayar (ILA- 1.8 - I1C) Rp. (859.029)
§§ E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Ro.
% E F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (ILD - ILE) Rp.
23 | 6.pPNkurang vayar diunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPN :
3 § H.PPN lebih bayar pada ; ; ¥
3 s 1.4 [X]8utr LD (Dis] dolam hal SPT bukan Pembetuian) 12 [Jeutrnn  stau [] uiriF  (Disi dalam hai SPT Pembetulan)
2
g 3 Oleh 24 Et] PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN - alau 22 |:| Selsin PKP Pasal 8 ayat (4b) PPN
:g & dmintauntuk 31 [X] Dikompensasikan ke Masa Pejak beriulnya ~ atau [] oikompensasican ke Masa Paijek o
: (myyyy)
Eg 32 [_] Dikembalikan (Resilus)
£ Khusus Restitusi untuk PKP ¢
a5
3 g Pasal 17CKUP diakukandengan: [ |ProsedurBiasa atau [ ] Pengembalisn Pendahuluan
] olou [ |Pasal 17DKUP dlakukandengen: | |ProseduBiasa stau [ |Pengembalian Pendahuluan
m
g 3 atau DPM 9 ayal (4¢) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
£3
3 IIl. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
2 "A. Jumiah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0
i 5:—: B. PPN Terutang : Rp
_. g C. Dilunasi Tanggal ; - - (ddmmyyy)  NTPN:
. §:= IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
E 3? A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0
' 3% B. Dilunasi Tanggal : s - {dd-mmyyyy)  NTPN:
= £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
§ 3 | A.PPnBM yang harus dipungut sendirt [ re. °
'2 x B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajsk yang sama Rp. 9
o 3 C. PPnBM kurang atau (iebih) bayar (VA - V.B) Rp. 0
o
% ® D.PPnBM kurang atau (leblh) bayar pada SPT yang dibetufkan " Re.
% ] E. PPnBM kurang atau {lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp.
= g‘; F. PPnBM kurang bayar dilunasi langgal - - (de-mm-yyyy) NTPN :
5 2 1%" V1. KELENGKAPAN SPT
H é 2| [Xromacrtas  [XJromuictttiaz  [X]omuirtttiez [ ]SSPPPN__tembar [ ] SuatKussaKnusus
i
[ Jromuict1mar [ Formuir t1t181 [ ] Fomuie 111183 [ ssgpvrﬁ?a\= tembar ] b lembar
Q..‘ 10 10 2011 (ammyyyy)
PERNYATAAN : ; ; Fe

MENYAT, ; L)
ENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA [X]pee 8 Giovann, peHK

l.\_‘ M
TARIS YAYASAN

F.1.2.32.04




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

) ..umsrm.sa mmms Amsfm.ts nmsrmsa mnwm

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai | copuii R 1111
(SPT MASA PPN)
MENTER] ANGA| Jumiah Lember SPT:
ﬂm:‘?ﬂm m"':!lil Bacalsh terlebih dahulu Buku Petunjuk Penglslan SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam D yang seguai {mm] [:I:
NAMA PKP :\:’AYASAN MEDIATRIX NPWP : 01.247.021.7 - 502 000
ALAMAT :JL. PEMUDA 24 PEMALANG asa: 10 =0 10 - 2011 — Tduw: 1 sd 1
TELEPON  :0284-321261 WP : Kw:123 povbeionke: 0 ( NOL ) [] wajib PPnBM
1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A, Terutang PPN: 0
e 1. Ekspor & ; @Rp
é 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendid |1 )Ry, SIZTRMS Saaram
® 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @ Rp. 0 Rp. 0
'§ 1 4. Panyerahan yang PPN-nya tidak dipungut @ Rp. . 0 Rp. 0
‘g, !5.-" yerahan yang dibebaskan dar pengensan PPN |4 )Rp. 0 Re. xd
é‘ | Jumiah (LAY + LAZ + LA + LA4 + 1 A5) Rp. 63.278.343 Rp. 6.327.843
& BTk Terung PPN - 873.946.271
- 1
5 c‘} Jumieh Seiuruh Penyerahan (LA + 1B) R, 937.224.614
2
g | AENGHITUNGAN PPN KURANG BAYARILEBIH BAYAR
g | APaiskKeluaran yang haus dipungutsend (Jumiah PPN pads A2 Dre. 6.327.843
1
=~ % BIPPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 9
é § | ciPaisk Masukan yang capat dipertitungken B re. 2000496
S | 0-PPNkurang atau lebih) bayar (1A- 1B 1.C) Ro. 2.358.357
§ S | E.PPNIurang atau (1ebin) bayar pada SPT yang dibetukan Ro.
% § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IL.D - ILE) Rp.
=
835 | G.PPN kumngbayar diunasitanggal __ 15 1 ikl T T NTPN : 1110 0109 1101 0315
§~ H. PPN lebih bayar pada :
§ @ 11 E]Bult LD (Dlisi dalam hal SPT bukan Pembetutan) 1.2 D BulrllD  atau D Bulir ilF  (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
g % Oleh 224 ]:] PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN alau 22 D Selain PKP Pasal 9 ayal (4b) PPN
2 £ dimintauntuk ;3.1 D \Dikompensasikan ke Masa Pajak berkutnya alau D Dikompensasikan ke Masa Pajak { ;
f g 32 D Dikembalikan (Restitusi) i
3 % Khusus Restitusi untuk PKP :
S o Pasal 17CKUP  dilakukan dengan : DFmsedur Biasa  atau D Pengembalian Pendahuluan
=
2 = alau D Pasal 17D KUP  dilakukan dengan : L__] Prosedur Biasa  atau EI Pengembalian Pendahuluan
i atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
23 | 1. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI o
é: + A, Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp.
25| 8.PPNTenang Rp. 0
f; C. Dilunasi Tanggal . T - - (dek-mm-yyyy) NTPN ;
S = | IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKS!
g% A PPN yang wajib dibayer kemball - Rp. :
s
3% B. Ditunesi Tanggal : . - “(demmyyy)  NTPN:
E £ [ V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
E‘ 4 A. PPnBM yang harus dipungul sendiri @ Rp. e
B | B.PPnBM disetor dimuka dalam Masa Paek yang sama Ro. 0
o
@2 | PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VA- V.8) Ro. 0
% g D.PPnBM kurang alau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.
g E- E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetutan (V.C - V.) Rp.
=
. %g F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal : 3 (@emmyyy)  NTPNG
3 -5% VI KELENGKAPAN SPT _
£82 | [Xromurtmas  [X] Fomuir 111142 [X] Fomuic 111182 [X] ssp PPN (] swat kuasa Knusus
' G femb
(] Fofmuir 1111 A1 (] Formuir 1111 81 [:'Fun'nuﬂrﬂﬁ B3 @ﬂu @ , embar
~ .
oMo, 2011 RS
' Pengurusik
PERNYATAAN : - .
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA (K] A—
BERITAHUKAN DI 'ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA h
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT, [ Jruese IS YAYASAN

F1.2.32.04




R |
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREXTORAT JENDERAL PAJAX

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

Bacalsh terleblh dahulu Buku Petunjuk Penglsian SPT Masa PPN. Barl tanda X dalam D yang sasuai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJ

ﬁmmmi1ii

Jumish Lemnbar SPT:
{Tormawut Lampian
Dils! oleh Petugas

L L]

:YAYASAN MEDIATRIX

NAMA PKP

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
" BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

NPWP : 01.247.021.7 - 502 000
aaar  :JL. PEMUDA 24 PEMALANG masa: 11 sa 11 - 2011 oz 1 sd 1
{men-mm-yyyy)
TELEPON  :0284-321251 HP Ku:123 pembetimnke: 0 NOL ) D Wajib PPnBM
1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA - PPN
A. Terutang PPN: 0
§ 1. Ekspor =) @ Rp.
% 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri D Rp. S8.002.226 Rp. 5800249
E 3. Penysrahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN @ Rp. 0 Rp. g
8 4, Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut [Z)re. 0 gp, g
’ ‘g. 5. Penyerahen yang dibebaskan darl pengenaan PPN [#)re. 0 gy, 9
§ .;I:nn (A1 +1A2+ A3 +LA4+LAS) Rp. 56.002.226 5,800.236
b B.Tidak Terulang PPN . Ro. 827.708.307
= i
5 C. Jumiah Seluruh Penyerahan (1A + 1.8) Rp. 885.710.533
5 ;
?!;» II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
g | A PajakKeluaran yang harus dipungut sendir (Jumish PPN pada LA2) [ re. 5.800.236
%.E B. PPN disstor dimuka delam Masa Pajak yang sama Ro. 9
28 ' ot ; 5.021.641
k] 5 | C:Pélak Masukan yang dapat dipetitnghan [5) re.
w .
T | O.PPN kureng ateu (ebih) bayar (1A~ LB -11.) Re. 778.595
25 % E. PPN kurang alau (lebih) bayar pada SPT yang dibetufkan Rp.
'3: 8 | F PPN kurang atau (lsbih) bayar karena pembetulan (ILD - ILE) Rp.
83 : 12 12 2011 ,0613 0512 0713 1411
Ep G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN @
s g H.PPN lebih bayar pada :
5 i 1.1[_JButic 1LD (Dils dalam hal SPT bukan Pembetuian) 12 [ |Butir 1D atau [] ButrtF  (Disi dalam hal SPT Pembetuian)
3qa W
E S Oeh 124 |:| PKP Pasal 8 ayal (4b) PPN {:’* alay 22 D Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
: Rhidar
g E diminta untuk 13 EI Bikompensasikan ke Masa Pajak ber ¥ alau [:‘ Dikompensasikan ke Masa Pajak -
: { )
4] 32 [ Divembalican (Restius) 2 N
: Khusus Restitus! uniuk PKP :
o35 . .
2o [ Jpasal 17CKUP diakukan dengan: [ |ProsedurBissa alau [ ] Pengembatian Pendahuiuan
£ 7
g5 stau [_|Pasal 17DKUP dilskukan dengan : [ ]Prosedur Biasa  atau [ ] Pengembatan Pendahuluan
@
5 alau DPmI 9 ayal (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
_S 4+
1 % 1ll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
a§ ' A.Jumish Dasar Pengenaan Pajek : Rp. 0
w0
2 g B.PPN Terutang Rp. 0
2 5 :
& g C. Dilunasi Tanggal k - - (dd-mm-yyyy) . NTPN:
‘g 2 ['Iv. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
2"“ A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 2
=5 B. Dilunas! Tanggal : il dbmmyyyy)  NTPN:
£ E [ V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH )
&8 | A PPnBM yang harus dipungut sendif . re.
L]
T | B-PPBM dselor dmuka dalam Masa Pajok yang sama Rp. 0
a § . PPnBM kurang alau (ebih) bayar (VA - V.5) Rp. i
2w D. PPnBM kurang alau (lebih) bayar pada SPT yang dibelufkan Rp.
§ E. PPnBM kurang alau (lebih) bayar karena pambetutan (V.C - VD) Rp.
=
- %2 F. PPnBM kurang bayar ditunasi tanggal " .
i’ 3 £ | Vi. KELENGKAPAN SPT ;
s8% [X] Formuii 111148"  [X] Fomnui 111142 [ X ] Formuii 1111 82
[ Pormati t111As [ Fomuie 111181 [ Formuir 1111 83 y lembar
_ 12 . 20m dd-mmeryy)
PengurusKuasa
PERNYATAAN :

FA.2.32.04




Surat Pemberitahuan Masa Pajak Portambahan Nilai

5 (SPT MASA PPN)
KEMENTERIAN KEUWANGAN RI
anm Bacalah terfebih dahuiu Buku Petnjuk Pengisian SPT Masa PPN, Berl tanda X dlIInD yang sesual
namarce  YAYASAN MEDIATRIX NPWP 01.247.021.7 - 502 000
ALAMAT L. PEMUDA 24 PEMALANG masa: 12 s 12 - 2011 ; ToBuw: 1 sd 1
TELEPON  :0284-321251 He xu:123 Pabstven ks Q) ( NOL ) D Wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA o PPN
A Terutang PPN: 0
£ 1. Ekspor . p)re.
E S R il T 50573180 5.957.032
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN EZ:)na. 0 Rp. 0
‘E 4. Penyerahen yang PPN-nya tidak dipungut E)Rn. 0 Rp. 0
E 5. Peny yang dib dari pang PPN E)Rn. 9 Rp. g
| Junu+u..\1 +1LAZ+ LA+ LAA+LAS) Rp. 59.573.180 Rp. 8.957.082
; g B. Tidak Terutang PPN r Ro. 802.016.790
]
5 c. Junuf\ Seluruh Penyerahen (1A + 1.8) Rp, 861.589.870
|
ii IL. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
ﬁ | A Pajsk Keluaran yang harus dipungut sendir (Jumish PPN pada |A2) [ #e. 5.857.032
‘&5 | B.PPNdselor dimuka delsm Masa Pajak yang sama ' Ro. 0
it - 5.475.347
Eg C. Pajak Mesukan yang dapat diperhitungkan [5)ro. A7
Tx | D.PPN kwang atau (lstin) bayar (1A~ 1B- 11C) Ro. 451685
55 E. PPN kurang atau (lebih) bayer pada SPT yang dibetulkan Rp.
% § F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetuten (ILD - ILE) Rp.
58 G.PPN kurang bayar diunssitanggal __13 01 L T— NTPN: 1401 0815 0805 0414
§§ H. PPN lebih bayar pada :
gﬁ 1.1 ] Butir 1.0 (Dfsi dalern hal SPT bukan Pembetufan) u[’awnn atau [[] ButiritF  (Disidatam hai SPT Pembetutan)
2
ga Oleh 121 [ PKP Pasal 9 ayat (45) PPN stau 22 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
Eé dimimauntuk ;3.1 [ ] Dikopensaskan ko Mesa Pejok B alau [ oiompensaskankeMesapajok -
§ 32 [_] Dikembalian (Restiusi e
Eg Khusus Restitusi untuk PKP :
E Pasal 17CKUP diakuandengan: [ ]ProsedurBiasa atas [ | Pengembalan Pendehuiuan
-
= atau [ | Pasal 17DKUP  diakukan dengan : [JprosedurBiasa sty [ ] Pengembaien Pendahuluan
g atsu || Pasal 9 ayat (4c) PPN diskukan dengan Pengembalian Pendshuluan
g 1. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIR!
i " A Jumiah Dasar Pengenaan Paisk : Rp. 0
= 5 B.PPN Terutang : Rp. 0
'gg C. Dilunasi Tanggal : e . (dd-mm-yyyy) NTPN:
|© 3 | |v. PEMBAYARAN KEMBAL! PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL a:umonum
_ EE A.PPN yang wajib dibayar kembali : Rp.
3% |  B.Diunasi Tanggal ; . : mmyw)  NTPN:
'S E ['V.PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAR
fg A. PPBM yang harus dipungut sendiri [ re. ¢
33 8. PPNEM disetor cimuka dalam Mesa Pajak yang sama Rp. ¢
£3 | P urang s o) boyer vA-v2) R, s
33 D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Re.
g E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karana pembetulan (V.C - V.D) Rp.
% F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPN :
3 V1. KELENGKAPAN SPT
.33 [(X]Formuir 11148~ [X] Formuie 111142 [X] Fommue 111182 [X] sspp Surat Kuasa Khusus
[Jromuictt11at [ Formuir 111181 [ ] Fomuir 111183 [ ]ss o ?;\ [:] ; lembar
(dd-mm-yyyy)

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADAR! SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Fil2.32.04



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidek ada transaksi tidak perly dilampirkan)

| HN

NAMAPKP @ YAYASAN MEDIATRIX MASA | - 2011
NPWP 2 01.247.021.7 = 502 E 000 Pembetulan Ke : 0 NOL ) _
URAIAN | DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah)

. Rekapitulasi Penyerahan

]
A |Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP XD
B.|Penyerahan Balam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 41.834.537 4.183.393 0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0 0 0
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipurigut sendiri D 41,834,537 4,183,363 0
{Jumniah 1.8.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,08 dan 08 ditambah 1.8.2)
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungul oleh Pemungut PPN @ 0 0 0
(Jumiah |.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03)
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut @ 0 0 0
{Jurniah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)
4, Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM ID 0 0 0
{dumiah LB.1 dengan Fakiur Pajak Kode 08)
Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfastan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP 0
A. dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikreditkan . g g
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 682.104.680 £8.210.474 0
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikreditkan dan/atau Impor stau Perolehan Yang 0
C. | Mendapai Fasiitas o 0 .
D. | Jumiah Perolehan (ILA + IL.B + I1.C) §62.104.680 68.210.474 0

. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (ILA 4 I1.B )

68.210.474 B

B.| Pajak Masukan Lainnya

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak -

(mm-yyyy)

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang lelah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

4. Jumiah (IL.B.1 + ILB.2 + lILB.3)

(64.453.604) |

C. | Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (llLA + 1I1.B.4)

3.756.870

N1239n87



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1111 AB

REKAPITULAS! PENYERAHAN DAN PEROLEHAN (Bta sk acd wansaret ook pats tvgpiser) )
NAMAPKP : YAYASAN MEDIATRIX L MASA : 2 s 2 - 201 it :
NPWP  : 01.247.021.7 -0 BagY - 000 PembetulanKe : 0 ~ NOL ) : ‘
URAIAN | DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan ' = NN i T
A.|Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP ‘ 0 —
B.|Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 38.376.209 3.837.617 0

2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung y 0 0 0

C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri i)

T Py o PPN s ¥ dag BETEN s b dpuridnci | [ sos0209 .

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN @ 0 0 2
(Jumiah .B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)

3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut @ 0 > o
(Jumiah L.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)

4. fr:zﬁ?gfgmﬁggmgaa;ﬁ:;% pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM E) 0 0 0

1I. Rekapitulasi Perolehan
A. Lr:go::f%;ma&;l:: $$'gld;:$rg:pjz§ giakr:n lau“ak; I:amah Pabean, dan Pemanfaatan JKP 0 0 0
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 591.412.972 59.141.318 0
c t‘n;%r a:;l:tu;es.{n"g:an Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang 0 0 -
D.| Jumiah Perolehan (IL.A + IL.B + I..C) 591.412.972 59.141.318 0

lll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
A.| Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (ILA 118 ) 50.141.318 [RRS
B. | Pajak Masukan Lainnya ' ;

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya ' o8
2. Kompensasi kelebihan PPN karena Pembeh:lan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) 0

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

4. Jumiah (lILB.1 + lil.B.2 + lILB.3)

C. | Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (lILA + lI..B.4)

*D.12.32.07



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada transaksi tidak peru

NAMAPKP : YAYASAN MEDIATRIX MASA 2o i L L e T
NPWP 01.247.021.7 - 502 : 000 Pembetulan Ke : 0 ( NOL
: et " URAIAN DPP (Rupiah) ~ PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah)

1. Rekapitulasi Penyerahan

A.|Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP

B.|Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 52.607.995 5.260.808
| 2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0 0
C.|Rincian Penyerahan:Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri
mn£ 18.1 de::nnng«m Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah 1.B.2) s E) 52.607.995 5.260.808
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-riya dipungut oleh Pemungut PPN @ 0
{Jumish L.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) - 0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut ]
(Jumz:rfm daﬁy:mgFakur Pajak Kode 07) E) 0 0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari enaan PPN atau PPN dan PPnBM
(hmﬁﬁ 181 my:ang!:am- Pajak Kode c:s:-':'eng -- 0 0
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan P faatan JKP *
A.| gar hﬂrﬂaemhaPaat:!an Yang PM-nya Daé-at Dikreditkan A Y 0
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 685.305.069 68.530.527
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau P Y: \
C. st'pa‘l Faslhas ki . “ i 0 0
D. | Jumlah Perolehan (IL.A + 1B +11.C) ’ 685.305.069 68.530.527

ll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( ILA +1L.B )

68.530.527

B.| Pajak Masukan Lainnya

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

0

2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak L

(mm-yyyy)

of

3. Hasil P_enghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

(64.191.119)

4. Jumlah (I.B.1 + [IL.B.2 + [11.B.3)

(64.191.119)

C. | Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (llLA + IIL.B.4)

4.330.408




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidek ada transaksi tidak pedwdilamp

NAMAPKP @ YAYASAN MEDIATRIX MASA D4 s 4 -~ 201 (mm-]
NPWP : 01.247.021.7 - 502 . 000 Pembetulan Ke : 0 ( NOL ) o
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) | PPnBl

I. Rekapitulasi Penyerahan

A.|Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP
B.|Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung Jaz> 54.316.781 5,431,662
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0 0
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM harus dipungut sendiri
;mﬁ e oot Pajek Kode 01,04,00 dor 09 ik 182) ik D 54.316.781 5.431.682
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN @ 0
{Jumiah 1.8.1 dengan Fakiur Pajak Kode 02 dan 03) 0
3, Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut
{Jumiah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) @ 0 0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM E>
{Jumiah 1.8.1 dengan Fakiur Pajak Kode 08) 0 0
II. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan P faatan JKP
A.| Gari Luar Dserah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan iy 0 0
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 614,545,006 61.454.521
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau | tau Perolehan Y:
C. | Vewiapat Fasitas i ™ , 0 0
D.| Jumlah Perolehan (IL.A +ILB + IL.C) 614.545.006 61.454.521
Ill. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
A_| Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditian ( IlA+ 118 ) 61.454.521 -
B.| Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) i o
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan (56.860.674)
4. Jumiah (IL.B.1 + |IL.B.2 + lIL.B.3) (56.860.674)
| j p 4.593.847

Jumiah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (lILA + lILB.4)




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksl tidak perlu dilampirkan)

L]

NAMAPKP : YAYASAN MEDIATRIX MASA 5§ «w § e 2011 {mm.mm.ww)
NPWP 01.247.021.7 - 02 000 Pembetutan Ke = —0——(——NOL ) R SRS
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A.

Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP

Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan Dalam Negerl dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung

B

§7.079.013

2. Penyerahan Dalam Negerl dengan Faktur Pajak yang Digunggung

0

Rincian Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri
{Jumiah 1.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,08 dan 09 ditambah 1.8.2)

57.079.013

5.707.805

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
Jumiah 1.8.1 Faktur Kode 02 dan 03

0

3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut
(Jumiah 1.B.1 dengan Faktur Pajak Kode

0

4. Pen z:rahan yang dibebaskan darl pongennn PPN atau PPN dan PPnBM
1.B.1 dengan Faktur Pajak Kode

0

kapitulasi Perolehan

Impor BKF, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan

0

Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan

579.860.015

§7.966.024

Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang
Mendapat Fasllitas

g PUYU

0

0

Jumlah Perolehan (Il.A + II.B + II.C)

579.860.015

57.966.024

Iil. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A.

Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( [LA+ I1.B )

§7.966.024

Pajak Masukan Lainnya

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak -

(mm-yyyy)

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

(63.938.109) |

4, Jumiah (li.B.1 + lI.B.2 + lIL.B.3)

(53.938.109) |

Jumiah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (liL.A + lIl.B.4)

4.027.915 |




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 A

NAMAPKP : YAYASAN MEDIATRIX 6 s g - 2011 (mm-
NPWP 01.247.021.7 - 502 2 000 janke : 0 NOL ) e A L
URAIAN | DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
B.|Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 47.293.872 4.730.406 0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0 . 0 0
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penverahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipurigut sendiri
(omiah 181 o i Pajak Kodo 01.04,00 dan 09 tambelt LB.2) el KD 47.293.872 4.730.406 0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN @ 0 "o 0
(Jumiah 1.8.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut @ 0 0 5
(Jumiah ,B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)
4. Penyerahan yang dibebaskan darl pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM D 0 0
(Jumiah 1.8.1 dengan Faklur Pajak Kode 0
Il. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP
A.| Sari Luar Dserah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan o 0 0
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 736.910.407 73.691.042 0
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Y
C. | Mendapat Fasiltas iy (% 20 0 0
D. | Jumiah Perolehan (Il.A + I.B + IL.C) 736.910.407 73.691.042 0
lll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan h
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditian (LA + 118 ) ot ok —
- [
B. | Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) 0
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan (69.047.892) §
4. Jumiah (IILB.1 + lI.B.2 + lI.B.3) (69.047.892) §
C. | Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (llLA + 1.B.4) @ 4.643.150 .: "




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak periudilampirkan)

_ Bl

NAMAPKP : YAYASAN MEDIATRIX MASA 7 s4 7 - 2011 (e _m o
NPWP  : 01.247.021.7 =0 ispz . . 00D Fembosilenike : O NOL ) -__-_?!-'!..-!.'
. T “URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah)

I'_'Z?__ . Rekapitulasi Penyerahan

A.|Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP
B.|Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 49.420.538 - 4.942.072 0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0 0 0
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri
uumﬁ 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 dﬂaynbah 1.8.2) . D 49.420.538 4.942.072 0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN E) 0
(Jumiah |B.1 dengan Faklur Pajak Kode 02dan 03) 0 0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut
(Jumiah 18,1 dengan Faktur Pajak Kode 07) Ij_> 0 0 0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnEM
{Jumzhel.B.Tdeuy:angFaMur Pajak Kode 08) v £ 0 0 0
II. Rekapitulasi Perolehan
A impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP
- | dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 0 0 0
B.| Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 719.406.859 71.840.677 0
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Ya
C. Mendapat Fasilitas : e A 0 0 0
D.| Jumlah Perolehan (IL.A + I1.B + IL.C) 719.406.859 71.940.677 0

ll. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( ILA+11.B )

B. | Pajak Masukan Lainnya

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak -

(mm-yyyy)

7 9405??4_
0
0

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang felah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

(66.804.892)

4. Jumlah (IIl.B.1 + lIL.B.2 + lIl.B.3)

(66.804.892)

G. | Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (llL.A + lIl.B.4)

5.135.785



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORMULIR 1111 AB
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN (B ik e parwais Siskpass i) L]
LE] NAMAPKP @ YAYASAN MEDIATRIX MASA P 8 = 8 - 2011 (mm-mmeyyyy)
C NPWP ¥ 01.247.021.7 - 502 - 000 Pembetulan Ke : 0 ( NOL )
& URAIAN | DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah)
i.
: I Rekapitulasi Penyerahan
? | [A.|Exspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP
3 B.|Penyerahan Dalam Negeri
2
5 1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faklur Pajak yang Tidak Digunggung @ 48.724.573 4.872.422 0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Fakiur Pajak yang Digunggung ) 0 e 0 0
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
4 1. Penyerahan PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri
(kb LB. dengan Faiur Pajak Kods 01,04,06 dan 09 e 18.2) [ 48724573 4.872.422 0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN @ 0 0 0
i {Jumiah LB.1 Pajak Kode 02 dan 03)
g 3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut E) 0 0 0
; {Jumiah 1.B.1 dengan Fakiur Pajak Kode 07)
e 4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM E 0
B (Jumiah .B.1 dengan Faklur Pajak Kode 08 e o
¢ H1l. Rekapitulasi Perolehan
’ 1 Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP
b § A. duriwLw Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan ;. 0 0 0
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 496.387.712 49.638.768 0
Imy tau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yan,
C. | o ataupy an Yang PM-nya por atau g 0 0 0
D.| Jumiah Perolehan (Il.A + I1.B + IL.C) : 486.387.712 49.638.768 0
} {1Il. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan .
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( IL.A + 118) 49638768 |- .. L LT ]
B. | Pajak Masukan Lainnya 4
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 193.729
2, Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak = (mm-yyyy) _ ] ey R
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan (46.457.276) |~ e _,._
4, Jumiah (IILB.1 + IL.B2 + 11.B.3) (46.263.547) | Ea 2
C. | Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IlL.A + Ill.B.4) [ 3.375.221

DA123247
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

__HN

(mm-mm-yyyy)

NAMAPKP : YAYASAN MEDIATRIX MASA 9 =4 9 - 2011
NPWP 01.247.021.7 - 502 000 Pembetulanke : 0  ( NOL )
URAIAN | DPP (Rupiah) [~ PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) -
I. Rekapitulasi Penyerahan
A.|Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP
B.|Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 63.822.145 6.383.122 0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0 0 0
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipuhgut sendiri
" Coumin LBt dangar Fakiir Pajak Koda 01,04.08 dan 00 (D 63.822.145 6.383.122 0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dlpungut oleh Pemungut PPN
Jumiah 18,1 dmy;n Faktur Pajak Kode 02 dan 03) @ 0 0 0
3. Penyerahan yang PPN atau PF'N dan PPnBM-nya tidak dipungut E) 0 0 8
(Jumish |.8.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) _
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM
: (Mi): 18.1 donygaangFm Pajak Kode 08) : 0 0 0
{1l. Rekapitulasi Perolehan
impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP
A.| dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 0 0 0
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 937.023.110 93.702.301 0
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dﬂrredlﬂtan dan/atau Impor atau Perolehan Yang
C. M:‘dupel Fasilitas 9 y 0 0 0
D.| Jumiah Perolehan (LA + I1.B + 11.C) 937.023.110 93.702.301 0

lil. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( 1A+ 1.8 )

83702301 | .

B. | Pajak Masukan Lainnya

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

0B

2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak -

(mm-yyyy)

ok:

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

(86.460.150) !

4. Jumiah (lI.B.1 + 111.B.2 + 1i1.B.3)

(86.460.150) [ -

C. | Jumilah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan {lIL.A + lIL.B.4)

7.242.151

D.1.2.32.07



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e ~ REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN ‘ (ot s s anaa i prs o) L]
NAMAPKP : YAYASAN MEDIATRIX MAsA t 10 s 10 - _ 2011 (mm-mm-yyyy)
NPWP @ 01.247.021.7 - 502 . 000 ) Pembetulan Ke : 0 ( NOL ) ’
_ " URAIAN | DPP (Rupiah) ~ PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah)
“%1). Rekapitulasi Penyerahan ' '
A.|Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP .
B.|Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung Is 63.278.343 6.327.843 0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0 0 0
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
g " Efrm l;.aal:l?n my;'lgriﬂq piﬁ’nsmfﬁfém %M&Eﬁmﬂi;d DURLL Sent D 63.278.343 6.327.843 0
i : 2, m@ﬁi‘m y;rrl'gFii:‘l:! ;&u&fggﬁ oF;JF:nBM-_nya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0 0
{ g : 3, mﬁﬁ?& y:ﬂ%s:ypfgu depnr:?fan PPnBM-nya tidak dipungut @ " S .
| g i 4. ﬁ‘mﬁ‘fﬂm ymgFgah:gsgkkaKm%g}psngenaan PPN atau PPN dan PPnBM @ o 0 N
i *{ll. Rekapitulasi Perolehan
- D e e e : o ;
| %] |B.| Perolehan BKPIIKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 421.640.526 42.164.047 0
l _ C. IMn?o'r nd;::;.;.;imlm::an Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang D) " "
'§' D.| Jumiah Perolehan (I.A + IL.B + I1.C) 421.640.526 42.164.047 0
| ? Iil. Penghitungan PM Yang Dapat Dikredit!‘(_an s
§_ A.| Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( 1.A + 11.B ) 42,164,047 |
; B. | Pajak Masukan Lainnya )
g 1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 859.029
' i 2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) ol L .
g 3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan (39.053.550) K
E 4, Jumlah (lILB.1 + lIL.B.2 + lI1.B.3) ) (38.194.561)
. C.| Jumiah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (lIL.A + liL.B.4) @ 3.969.486 A, b —

D.1.2.32.07



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

'REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN L] st e T
NAMAPKP : YAYASAN MEDIATRIX MASA D11 s 11 - 2014 AN
NPWP 01.247.021.7 i BDRIS 000 ' J PembetulanKe : 0 NOL .
URAIAN . Y [ DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan
| A.|Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud!JKP

B.|Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 28 58.002.226 5.800.236 0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0 0 0
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri ;
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus oﬁpungut sendiri 1
:aummm ol anklur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah D 58'_002'225 5.800.236 0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dlpungut oleh Pemungut PPN @ 0 ! 0 5 0
(Jumiah 1.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut @ 0 : 0 0
(Jumiah 1.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) i
4, Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM
wmg 1B.1 dnny?nangFm Pajak Kode 08) _ 0 0 0
Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan F'ernan!aatan JKP .
A. dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 0 0 0
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapal Dikreditkan 701.875.845 : 70.187.577 0
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dl:redllkan dan.'atau Impor atau Perolehan Yang r
C. | Mendapat Fasiltas — 0 0
D.| Jumlah Perolehan (LA + B+ I.C) 701.875.845 70.187.577 0

. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

= L . i -
A. | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( ILA+ LB )

70.187.577

B. | Pajak Masukan Lainnya

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0

2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) [}

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan (65.165.936)

4. Jumlah (IILB.1 + lILB.2 + lILB.3) (65.165.936) (8

C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (lILA + 11.B.4) @ 5.021.641 588
D.1.2.32.07 ; . .




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

) 'REKAPITULASHPENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

i _EE|

2011

NAMAPKP : YAYASAN MEDI;ATRIX MASA 12 =4 12 - (mm-mm-yyyy)
NPWP 01.247.021.7 - 502 000 PembstulanKe : -~ 0 | NOL )
URAIAN | DPP (Rupiah) _PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah)

1. Rekapitulasi Penyerahan

A.

Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP

B.|Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur .F‘ajak yang Tidak Digunggung 1 50.573.180 5.857.032 B 0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0 . o o
C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri
e g N s e ;
2 Penyerahap yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dlpungul oleh Pemungm PPN @ 0 1 0 : 0
(Jumizh 1.8.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)
> E;ngl:rlaah‘a :eny:;gFm?P:;ﬁtungﬁr?an PPnBM-nya tidak dipungut @ B L ¥ T - 5
4, zmeﬁh?&ﬁ:ggng:ﬁm:}penggnaan PPN atau PPN dan PPnBM D o | o
. Rekapitulasi Perolehan
A P mcosaaan ok oye DapsDOSn 0 0 | 0
B. | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapal Dikreditkan  724.874.945 72.487.484 0
C. R;n;c;r:pt:lu;;eﬂﬁgan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan danfatau Impor atau Perolehan Yang ‘ o | B 0
D. [ Jumiah Perolehan (ILA + LB + IL.C) 724.874.945 72,487 484 | o

Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( ILA + 1B )

—I 72.487.484 [

A.
B.| Pajak Masukaﬁ Lainnya ,
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 0
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) ok
3. Hasil Pen;jhitungén Kembali Pajak Masukan yang lelah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan (67.012.137) |3
4, Jumlah (li.B.1 + lILB.2 + lIL.B.3) (B67.012.137) I
-1C. | Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (liLA + lI.B.4) @ 5.475.347 |




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KEMENTERIAN KEUANGAN R.l.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORANPAJAK |
¥ - LEMBAR

(ssp)

1

r

Untuk_ Arsip Wajib Pajak

NPWP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Waﬁb Paiakyang dimilitd
o JEYASAN MEDIATREX | =~ 1o D

LO—LE—L-—]JLJJLS_I_O_LzJLU_LO_LDJ

Lépi111 1211 1]

NAMA WP s
ALAMAT WP ....J.]_......-Bemuda.;.24...-n...B.EMAI,ANG....... :
NOP lisgegeacel Loz o] § -I.»-l— [l ISR S A S
Difsi sesual dengan Nomor, Objek Pajak Pl wipsily; pipm=
ALAMAT OP (L,
e Uralan Per;bnyl'fan :
Kaode Akun Pajak -Kode |enis setoran : o ;

L1100 _

Ma'n-P-|nk ; .
Jan | Feb | Mar | Apr |'Mel | Jun | Jul | Age | Sep Okt Nov | Des - Tahun Pajak .
X ‘ ;.. it ald : § [2,0,1 3 |
Berl tanda sllang ( x ) pada kolom bulan sesual dengan pembayaran untuk masa yang berkensan | ' Diisi Tahun terutangnya pajak
Nomor Ketetapan TR T e o RN e L T e — "
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB atau SKPKBT ; ¢
Jumilah Pembayaran e R‘p-.42'6' 599 ,._..: .................. ............... Diisi dangan rupiah penuh

Terbilang : Empat. za.i:.us Ana.. puluh SPAN. LIRY. LRAM. FATNE. FHREAR i b

.......

F.2.0.32.01

Diterima oleh Kantor Pepgrima P .ran Wujlb
- Tanggal ‘ / R L J Lol ' Pemalang 92-2011 .
Cap dan tandg tanban A '
e ..."‘\ A .
L + N ‘ ; A ;
%? L % S o e~
; Nama.mu e -1'\-: S;f} o Nama Jelah? N % s V. @LOVANNI , PBHLK
<, <

1. * Terima‘asih Telah Me_mb Pe]ak-Pajak Untuk Pembangunaw

: uang Vi i Kantor Penarlma Parnbaymn .

R .




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DEPARTEMENKEUANGANRI | SURAT SETORAN PAJAK| . temear | 1
DIREKTORAT JENDERALPAJAK | . : ; :

KANTORPELAYANANPAJAK - | ( S SP) : ' ‘Untuk Arsip WP

v P17 (2R 1] Jel=LoT ] e [T [o]ofor

Dnsf sesuai dmgan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki -

NAMAWE. & o AW MIDINGITR . il st A,
ALAMAT = ; J0e Semde ) - FRANAReR P~ S e S
MAP/Kode Jenis Pajak ~ Kode Jenis Setoran | . ®  Uraian Pembayaran

PPN

g LRl S L

 Masa Pajqk 3L = 5 Tahun
: : - - T = i) Ia'_|o1|1
Jan Mar | Apr' | Mei | Jun Jul Ags | Sep.| Okt | Nop | Des | - L
: : 3 : : 3 . ' Diisi tahun terutangnya pajak

| Beri nmda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

‘Numorl(etetapan I] | ] l |I' | | ‘fl l |fl [ I |/| I |

. ‘Diisi sesuai Nomorx'cmapan STR, SKPKB, SKPKBT =

Terbilang : S R b B b2

Jumlah.Pembayaran
Dijsi dengan rupiah penuh

629.900,-

b St L T T T

| Penyetor ' ]
1. .52 Mavet 2071

B T T T T TP T P

' Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Penl"bayar_ - - I_

' o . + % ¢ -

~, - O
. S 2 -

e

'Dlwi sesuai .buku petunjuk’ pmg:'sian ,

l;"rn'n-ni



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

' DEPARTEMEN KEUANGAN R.1 SURAT SETOM‘PMAK temear | 1
i .
PRATAMA PEGLONGAN (S SP) )

newp o [O] 7 Ial‘*l?l e el I_I l5|°|2||°|°|°|

Diisi sesuai dengnn Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki -

NAMA WP sife CASRN MEUIRERS

J1. Pemuda 24 — PEMALANG e

ALAMAT  : s . S S -
MAP/Kode Jenis Pajak * Kode JenisSetoran | . - Uraian Pembayaran
. L e PP -
A R T T R L T e
Masa Pajak ' T E _ Tahun
- ' : ; —_—— e % e 2| o] 1 | 1 l
Jan | Peb |. Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des :
; > : Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan. e

S B AN A

‘Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STE, SKPKB, SKPKBT

. Sembilan ratus dua uh satu ribu -.
Jumlah.Pembayaran Terbilang e s pul
" Diisi dengan rupiuh penuh . empat ratus rupiah.
921,400,= :

Rp. ....... iressedyasis bstbsiasa R :

Diterima oleh Kantor- Penerima Pembayaran

© Tanggal .....o.covceceriecsmnnannsst
cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantb‘l’eneﬂma Pembaya




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DEPARTEMEN KEUANGANRI | SURAT SETORAN PAJAK - LEMBAR 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK y

KANTOR PELAYANAN PAJAK _ (S S P) ' ' Untuk Arsip WP

Egg_.gm...ﬂmmuaau

NPWP o2 L [2]e] 7. |0|2|1| | | |51 0] 7.[°] 9¢]
Dli.st.vesuni dengarl NomorPokak Wajib Pajak yang dimiliki - ’

NAMA WP % ....YAYASAN.MEDIATRIX........... < I i
ALAMAT  : ...Jl..Pemuda.no:..24..=.PEMALANG
| MAP/Kode Jenis Pajak * Kode Jenis Setoran | = . : Uraian Pembayaran

ne T Ll -

' Masa Pajak = . < Tahun
Jan | Peb | Mar | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des 27101 Joped
e ¥ ' .Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

'.NomorKeteﬁpan || I I [ IJ’I ‘ l |!| l |f| |i |f| l |

Diisi sesuai Nomor. Kemapan STR SKPKB. SKPKBT

Jumlah.Pembayaran ; ’Tbrbilang : ..Delapan..ratus..tiga..puluh..tujuh..cibu-
Dijsi dengan rupiah penuh ; vl ....de.la.Pén....1:a.t,u,g....i;‘,'.i.gampg-:l_.uh---l-im-a----]sup-i-ah .
inso L 91 et emsenslit : e ; -

Diterima oleh Kantor Peferima Pemhayaran

> A, tgl ---9---'Me'j.----2-6-ll

andg tangan

Nama Jelas :

-Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

" Diisi sesuai buku petunjuk pengisian -

- R2.0.3701



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

; SURAT SETORAN PAJAK | 1
Yy DEPARTEMEN KEUANGAN R.l. ' LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (Ss P)
: : Untuk Arsip Waijib Pajak
NPWP ol Lzu_u_u low2 |- L7l 150p0:2] 10:0:0°)
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilild
NAMA WP B A S AN M D L R« e migsens e o et e EVU Tk ohss b s s FARSEND SR Vo m SRR e
ALAMATWP @ ... Jl..Pemuda 24 - PEMADANG ... b T
NOP ORI el [ S T (T T (e . YR W T N |
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak i A
ALANAT OP il o e st e s g RET—-..
. = e Uraian P-mh'lyaran: -
Kode AkunPajsk  Kode Jents setoran B 17 T W DT T U S, T
I g il II I :i II 'I I 1 . I l] I]I III -4 e R LR T
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mel | Jun | Jul | Ags [ Sep | Okt | Nov | Des = Tamn Pagh
i ' |2 |0 |]_. ]: |
Beri tanda silang ( x ) pada kolom bulan sesual dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan 4 Diisi Tahun terutangnya pajak

=i TR | L

Nomor Ketetapan S Y T 7 (e (e i ||
Diist sesual Nomor Ketetapan : STP,SKPKB atau SKPKBT

Diisi dengan rupiah penuh

Jumlah Pembayaran e 879..800..
Terbllang : ...Satu..juta..Enam..ratus.. Tujub-puluh- Sewbian- rlbu rRelapary e
.................... U e ) .

............................................

Diterima oleh Kantor Penerim AP.I'nbayaran
g £.itee

Tanggal .......
('0 Cap dan

N7
74
Nama J:??é

z;-\.td’ Giovanni, PBHK
Nnma.lol}l\&@ ..... ?. ..................

,' * Terima Kasih Telah Membayar Pajak-Pajak Untuk Pembangunan Ermgsa
- Ruang Validasl Kantor Penerima Pembayaran




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SURAT SETORAN PAJAK 1

DEPARTEMEN KEUANGAN R.IL. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (ss P)

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP SR 1 YO SO 5 ST A 20 (O Y D i 19 S ) et i Y I (O W o s B

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wafib Pajak yang dimiliki

NAMA WP T e YAYAS AN GNMEDTRTRII iy iisssasistsstonsissiaiivicieaies ivisesvisasuasnsmniassanssisaisaivoissas
ALAMAT WP {sesadle Bemmdal 24, = PEMA AN R S, oo aiinaias st sk ssis e siais

NOP . N IR | | = P [ | e i e [ [T | | I T A

Diisi sesual dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Ab
T T T T

| ' Uralan Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis setoran

4 31 2r13 | ¢ Lavosold t TN Nl e 8 A1 RN w33 sasonsis e Ao

Masa Pajak
Tahun Pajak

Jan Feb Mar | Apr |.Mel Jun Jul Ags | Sep Okt Nov Des

ot guiyy |

Beri tanda silang ( x ) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan __Diisi Tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan I e S ] e o ey ) i 7 A (T AN |
Diisi sesual Nomor Ketetepan : STP,SKPKB atau SKPKBT

Jumiah Pembayaran i 8 7'2 56'_ ................................................................................. Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : ..D€1lapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh_enam.rupiaba....

% % ﬁauhzon

D§

&
V)




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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RSU SANTA MARIA PEMALANG

Ji. Pemuda No. 24 Teip : (0284 ) 321251/321426
PEMALANG 52313

SURAT KETERANGAN

__—._q————__

No.:224ISMISDMIVIHZO12

Yang bertandatangan dibewah ini :

Nama . Dr. Widodo Yulianto, M. Kes
Jabatan . Direktur RSU. Santa Maria Pemalang
Alamat . JI. Pemuda No.24 Pemalang

Dengan ini membaiikan rekomendasi kepada :

Nama ' . Emalinda Munda

NIM ;082114029

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah selesal menjalankan keglatan penelitian di
RSU Santa Marla Pemalang sejak 01 Maret sampal dengan tanggal 31 Mei 2012 dan telah
Jdusksanakan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebegai mana mestinya.
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